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KATA PENGANTAR

Puji svukor kami pamjatkan kepada Allah Yang maha pemurahb,
hanva karenaMNya penulisan buku i dapat diselesakan

Buku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Sebuah Upaya
Penegakan Peraturan Daerah merupakan hasil penelinian penubs yaitu
saudara Nikmah Rosidah, SH MH, vang kemudian digubah dalam bentuk
huku

Fungsi PPNS masih belum optimal padahal landasan hukum PPNS
sudah mapan, hal vy mungkin disebabkan adanva kendala-kendala sosial
varg belum teratasi. Seandainva fungsi itu dilaksanakan dengan bask. akan
sangat mendukung pencgakkan hukum di Indoncsia, terutama berkartan
dengan Peraturan Daerah

Keberadaan sparat penegak hukum sclaku penyidik di luar penyidik
Polisi Megara Republik Indoncsia (POLRI) antara lain diatur dalam Pasal &
ayat {1} Undang-Undang Mo % Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) vang menvatakan: "Penyidik adalah a2
pejebat polim negara Republik  Indomesia. b pejabat pegawal neger
sipil tertentn vang diben wewenang khusus oleh undang-undang”  Dalam
buku 1 penuhs berusaha untuk memaparkan meagenai manfaat PPNS
dalam penepakkan Peraturan Dacrah  dengan tujsan  uniuk melihat
cksistensi PPMS dalam sistem penegakan hukum di Indonesia

Akhirnya, kami mengucapkan tenima kasih kepada semus pihak

sehingga terlaksana penerbitan buku 1m

Parel, 2002
Hormat kami,

Pengrba
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Peradilan Pidana di indonesia

Penyelenggaraan peradilan pidana  dalam  "pendckatan sistem”
merupakan suatu rangkaian jalinan kerja' yang dilaksanakan oleh sub-
subsistem peradilan pidana, vaitu para aparal pencgak hukum pdana vang
terdim dan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan
itermasuk penasihst hukum).

Aparat peonegak  hubhum  merupakan clemen yang meiaksanakan
pekerjaan  sisiem  peradilan  pidana jervminal jwsnee  gysiem) dengan
berdazarkan pada mla-milar terieniu  {peraturan perundang -undangan ),

mekamisme kerja imanajemen ), kesatuan pandang (persepst ), dan pencapaian

ppnyrul Barda Mawaw! Arief - pergertian "sistem  pemidanaan” capat difihal dari I

|dua) sugul ;

(1) Dalam arti luss, sistem pemidanasn dilihat dari swdut fungsional, yaitu dar sudut
bewerjanya/prososnya, Oalam atl lyas ini, sislem pemidanaan dagat diartikan
sebagal

¥  Keseluruhan sistem [aturan perundang-undangar) untuk funpsionalisash
operasianalisasiy konkretisas pidana;

»  Epseluruhan sistem {perundang-undangan) yang mengatur bagaimana  fukum
gidara itw ditegakkan atau dioperasionatian secafd  korkret sphingga
jeiparanp dljatuhi sanksi [hukum) pidana.

Dengan pergertian demiklan, maka sistem pemidanaan identlh dengan sistem
penegakan hukum pidsna yang terdin dari sub-sistem Hukum Pidana Materielf
Substantif, sub-sistem Hukum Fidand Formal dan sub-sistem Hukum Pelaksanasn
Pidara Ketiga sub-sistem ity merupakan satu kesstuan sistem pemidanaan, karena
tidah mungkin hutum pidana dloperasionalkan) ditegakkan secara korkret hanya
gemgan salah satu seb-sistem itu,

(1] Dralam artl sempit, sistem pemidanaan dilifat dars sutut normatilfaubstantif, yaits
hanya dilihat dari nosma-norma hukum pldana substantil, Dalam arti sempst il
maka sistem pemidanasr dapat diartikan sebagal

¢ Epseluruhan sistem (aturan perundang-undargan] untulk pemidanaan;

» Eoselurchar  sistem  [aturan  perundang-undangan) untuk  pemberianS
pEnjatuhan dan pelaksanaan pidana;

Barda Mawawi Ariel, Peckembongen Sistem  Prmidondan of indonesid, Pustacs

Magister, Semarang. 2012, hal 2
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fujuan

Pengadilen misalnva, vang memenksa perkara-perkara yang datang
dan penuntut umum atau penyidik merupakan central processing wail (CPL)
karcna 1z mencrima masukan (fpar) dan penuntul umum atau penyidik.
kemudian diproses olehnya menjadi keluaran fontprr). Keluaran itu, apabila
berupa pembehasan, akan kembah ke masvarakat (vang radi masuk melalw
masukan) dan bila berupa pemidanaan (penjara atou kurungan) akan masuh
ke lemhaga pemasvarakatan

Meskipen kepolisian merupakan lembaga yang melakukan Legiatan
penyelidikan dan penyvidikan schagar tahap awal proscs peradifan pidana.
kepolisian dapat dikatakan sebaga tempat pemrosesan pula Karena vang ia
olah adalah “bahan mentah® {frput) yang harus diprosesnya menjadi “bahan
jadh” fowpndd, vane apakah perkara tersebut akan terus digjukan ke kejaksaan
atau "dihcntikan penyidikanava®’ calon tersangka langsung dapat kembali
ke masvarakat tanps mengalami pemenksaan di muka sidang pengadilun
{Heh karena sy, masing-masing subsistem 1lu, mempuny ai perannya sendiri -
sendin, Tidak dapat dikatakan bahwa subsistem yang satu lebsh berperan
atau lebih dominan dari subsistem vang lain sehingga apabila terdapat upaya
untuk mengkayi persoalan penggakan hukum pidana, harus pula mencakup

keseluruhan subsistem peradilan pidana tersebut  Apabila petsoalannya

" Dasar hukum penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 16 buruf b Undang-u ndang Mo
33 Tahun 1997 tantang Kepolisian Megara Rl (UU Kepolisian] yang menyotakar
tepolisian herwenang untuk "mengadakan penghentian peryldikan® dan dalam Pasal
18 ayat (1) UU Eepolisian *Untuk kepentingan umum, pejabat Kepailsian Negars
Republic Indoresia dalam melaksanakan tuges can wewe-nangnya capat oertingak
menurut  penilaiannya. sendirl®  Sebelum  adanya LU Eepolisian, penghentian
poayidikan ditstilahkan dengan perkara-perkara yang di “hinmaskan” yaitu perkata
yang terjacl di lingkungan keluarga dan kasus-kasus yang tidak memaumyal dasar
Fukum oldara untuk dispbasaikan melalul proses peraditan pidana. Likat Kol (Pol) M
Bidwan Hipgy, *Tinjauan Sosinloghs fentang Peiaksanaan Tugas Polr] dalam Penegakan
Hukum Pidans”, Makalah Seménar KEriminologi ¥, (Fakultas Hubum Dnoip, Semarang,
1%84], hal 15 ;




dikan sccars parsial, ferpecah-pecah  (fragmemted). kesimpulan yang
dihastikan kurang mencerminkan gambaran perzoalan secars keseluruhan

™ samping itu, dalam Undang-Undang Dasar. Indomesia tidak
menganul sistem pemisahan kekuasaan (sparaiion af power) tetapn menganul
sistem pembagian kckuvasaan jdistribution of power) sehingga dalam
membahas  personlan  antar  penegak  hukum  pufans ndak dapat
dipertentangkan gtay menank gans vang tajam den mesing-masing lembaga
penegak hukum pidnna, melainkan mendekatinya secara integralistik bahwa
antar hidang-idang keknasaan tu harus terjadi hubungan antar muka
.I'inrerfur.'z'.i" vang mencakup interaksi, inierkoneksi, nterrelasi.  dan
mnterdependens:’ Salah satu persoalan koordimas) antar pencgak hukum
dalam kegiatan pencgakan hukum adalah mengenai beragamnya aparat
penvidik, antara lmn scbagaimana difaporkan olech Haran Pagt ROMPAS. *
Scbagal berkur,

Sudah menjadi pemandangan umum vang basa bag warga thu kot
fakarta bila di tengah suatu malam nan sepr terjadi roma atau
pemeniksaan kendarnan D ositu kemudian  akan  muncul  aparat
hepalisian, petugas DLLAJ, bahkan ada polim militer dan aparat
keamanan lzinnya. Hal demikiam kerap menimbolkan pertanyvaan
s1apa  sesungguhnya aparal yvang berwenang memjalankan  tegas
penyidikan vang diamanatkan Undang-Undang Mo 4 Tahun 992
tentang Lalu Limtas dan Angkutan Jalan.

Persoalan mengenal beragamnya aparal penyvidik di atas sebenarnya

_ tidak hanva tergady di mdang lalu hntas saja, karena terdapat pula pada
instansi sepertt perpajakan, mugrasi, bea cukai, pemerintah dacrah. dan
scbaganya. Meskipun demikian, adanya beragam aparat penegak hukum
hark sipil maupun militer yang dapst mengakibatkan kerancuan dafam

pelaksanaan lugasnya, letapn keberadaan masing-masing aparat dratur dalam

. Epsimputan Disius: antar Dosen Hukum Hutum Pidara dan Eriminalogi dalam Membahas
~  HUU Kejaksaan Rl {Bandung FH Unpar, 1991}, hal, 8

" Harian Pagl KOMPAS, 5 Marer 1997, nal 7
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perafuran perundang-undangan.

keberadaan aparal pencgak hukum selaku penyvidik di luar penyidik
Polist Negara Republik Indonesia (POLRI) antara fain diatur dalam Pasal &
ayat {1} Undang-Undang No. % Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP} vang menvatakan: *Penvidik adafah: a.
pejabat polisi megara Republik Indonesta, b pejshat pegawai negen sipil
ienentu yang diberi wewenang khusus olch undang-undang *

Dalam pazal 7 aymt () KUHP sclamyutnya dikatakan “Penvidik
sehagaimana dimaksud dalam Pasal & ayat (1) huruf b mempunya: wewenang
sesual dengan undang-undang vang menjadi dasar hukumnya masing-masing
dan dalam pelaksanaan twgasnva berada di  bawah  koordinass dan
pengawasan penyidik tersebul dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a2 *

Pemelasan Pasal 7 ayat (1) KUHAP juga menjelaskan "Yang dimaksud
dengan "penyidik dalam ayat ini” adalah, misalnya pejabal bea cukai, pejabar
imigrasi dan pejabat kehutanan, yang mclakukan tugas penyidikan sesuar
dengan wewenang khosus vang dibenkan olch undang-undang vang menjadi
dasar hukumnya masing-masing”

Pads Pasal | angka 9 Undang-Undang MNo. 27 Tahun 1997 tentang
Kepolisian Negara R (UU Kepolisian) juga dirumuskan, "Penvidik pegawan
ncgen sipll yang dapat disingkat PRNS adafah pejabat pegawar negen sipnl
tertentu vang berdasarkan undang-undang ditunjuk selaky penyidik dan
mempunyal wewenang untuk melakukan penvidikan tindak pidana dalam
I;ngkup undang-undang vang menjadi dasar hukumnva masing-masing"
Sclanjutnya,  dalam Ul Kepolisian  dinvatakan  “Pengemban  fungsi
Kepolisian adalab Kepolisian Negara Republik Indonesia vang dalam
melaksanakan tugasnya dibantu olch () alat-alat kepolisian khusus (b
penyidik pegawar negeri sipl ic) bentuk-bentuk penpamanan swakarsa®
|Pasal 4 avat (1)]. *Pengemban fungsi kepolisian schagaimana dimaksud

4
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pada avat (1) horuf a, ' huruf b, dan beruf ¢ melaksanakan fungs: kepolisian
sesun dengan peraturan perumsdang-undangan vang menjads dasar hukumnya
masing-masing.” |Pasal 4 ayat (2}]

Pada Penjclasan Pasal € avar (1) UU Kepehsian dikemukskan: ™ Yang
dimaksud dengan kata “dibanty”® pada avat e adalah dalam Dingkup
pelaksanaan fungst kepolisian, Ddak bersifat struktural, Huoruf a0 Yang
dimaksud dengan alat-alat kepolisian khusus menurut Undang-Undang ini
adalah alat-alat ataw badan-badan pemenninhan yang oleh atau atas kuasa
undang-undang diben wewenang untuk melaksanakan fungs: kepolisian di
hida;gnua masing-masing *

Dary rumusan pasal-pasal undang-undang di atas terdapat perbedaan,
vang mana KUHAP hanya menyatakan adanya PPNS di luar pejabal penyidik
Poln seperti pejabar bea cekar, 1muigrasi. dan kehutanan, sedangkan LU
Kepolisian membedakan antara kepolisian khusus dan PPNS, sehingga untuk
pojehat bea cokm dan ymigrass dikategonkan scbagm PPNS don pejabat
kehutanan sebagar kepolisian khusus.

Meskipun terdapat perbedaan nama, tetapr pada dasamya mempunya:
fungsi yamg sama, vailu “membantu” kepolisian negara dalam lingkup
pelaksanaan  fungsi  kepobsan dan hdak  bersfar  struktural  Dengan
demikian keberadaan PPMS dan  kepobisian khusus merupakan pelaksanaan
fungst hepobisian vang oleh alau alas huasa peraluran perundang-undangan
d ben wewenang di idangnya masing-masing

Apabila pada deparlemen-depariemen vang memibikt undang-undang
vang mencantumkan adanya PPNS dan kepolisian khusus telah cukup romit
dalam mcngkoordinasikan penyvidikan dengan pejabat penvidik  Paln,
perscalan koordimas) dan pelakzapaan fugas dan fungsi kepolizian, scria
pemanfaatan PPNS lehibh rumit logr di kalangan pemeriniah daerah karena

lingkup pelaksmean fungs: kepolisian tidak hanya mencakup pada satu atau
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dua peraturan  perundang-undangan saja seperti PPNS yang ada di
acpariemen. melainkan pada puluhan peraturan perundang-undangan, vaitu
berupa peraturan-peraturan daerah (perda) Oleh karena itu, keberadagn
PPNS di lingkungan pemenintah daerah schenarnya ielah terlebih dule diatur
dalam peratoran perundang - undangan. Sebelum adanva KUHAP dan UL
kepolistan, varta dalam Posal 43 Undang-Undang No 3 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah berikut im

{1} Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan
peraturan daerah dapat dilakukan cleh alat-alat penvidik dan
pt:;untul sesual dengan peraturan perundangan yang berlaku,

(2) Dengan peraturan pemenntah dapat ditunjuk pegawal- pegawa
Daerah vang dibert fugas wntuk melakukan penvidikan terhadap
pelanggaran alas kelenivan-ketentuan peraturan daerah

Tugas vang diemban pemerintah daerah cukup berat dalam rangka

pencgakan perda vang dibuat yang berkmitan dengan substans yang diatur
dafam perda seperts di bidang ketertiban, keamanan, dan kescjahtcraan
masyarakat Tanpa dukungan PPNS vang profesional dan benntegntas seria
ditenjang sarana dan prasarana vang memadas sulit diharapkan bahwa
pemenntah dagrah akan dapal melaksanakan penegakan hokum atas perda
vang berlako

Meskipun telah mempunyai landasan yundis yvang kuat, kelembagaan

serla pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS belum mempunya aturan vang
baku karena sampai dengan sckarang

belum pernah dikeluarkan peraturan pemenntah (PP} mengena PPNS &
lingkungan pemerintah daerah Bahkan, pengangkatan PPNS baru berjalan
sckitar 11 {schelas) tahum belakangan ime yatu sgjak dikeluarkannys
Kepulusan Menten Dalam Megernn No. 23 Tahun 1986 tentang Kedudukan

im
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Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemenntah daerah,

PPMS di hingkungan pemerntah daerah mempunva cksisiens dalam
bidang penvidikan dalam rangka pepanggulangan pelanggaran hukum vang
dilakuknon oleh masvarakal terhadap perda vang dipeelukon pencgakan
hukumnya, Akan tetaps, karena pengaturan kelembagaannva masih rencu
schingga keberadaan dan implementas: pelaksanaan tugas dan fungs PPNE
bervariazi antara daerah vang salu dengan vang lainnva,

Berdasarkan  hasil  pengamatan &1 Propinss Daerah Tingkat |
Lampang terdapat beberapa kelomahan vang menomol berkaitan dengan
PRNS d.,l; pemanfaatannya benbkul i

| Sampai saat 1m pada beberapa dinas dan nstans masih belum ada
PPNE. Padahal PPNS harus swdah digdakan vang ditempatkan pada
dinas atay mstansi tersebul untuk mencgakkan perda di bawahb hagkup
tugas dinas atag instansi terschut

Adanva kerancuan pelaksanaan tugas antara PPMNS dengan petugas

_E-J

ketertiban umum (polisi pamong praja) vang melaksanakan kepiatan
pencgakan hukum terhadap perda secara  insidentil  melalm  rama,
pemeniksnan, dan tindakan-tindakan represif lamnya

3  Kurang adanva koordinasi bak antara PPMS di bingkungan pemenntsh
dacrah (dinas dan instanst) mawpun dengan penvidik Poln dalam
kepatan penyidikan dan penvelessian pelonggaran bukum  ferhadap
perda vang dilakukan oleh masyarakas

4. Meningkatoya perbustan melanggar hukum terbadap perda sebaga
akibat kurang adanva peovelengearaan sistem penegakan hukum perda
sccara terpadu schingga memimbulkan kerugian baik bagi pemenntah

dacrah maupun masvarakal luas pads umumnya berupa kurang adanva

2 Pengarahan Sekretaris lenderal Dopartemen Dalam Megerl pada Rapat Xerja Teknis
pembing Fenyld ik Pegawal Megeri Sipil, [Yogyaksrta, 18 Sepiember 1991), hal. 2.
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kepatuhan hukum masyarakat dan sedikitnva pendapatan daerah dan
penenmaan yang ditargetkan ® Padahal, pada beberapa daerah lamn,
seperti Dacrah Istimewa (D1} Yogyakaria dan Propinsi Dacrah Tingkat |
Jawa Tengah, keberadaan dan implementasi tugas dan fungsi PPNS
menunyukkan kinerja yang cukup baik ' sehingga kedua daerah terschut
dapat dijadikan sebagar scuan omtuk pembinaan PPNS pada dacrah-
dacrah lainnyva. Olch karena itw, perlu ditcht manfaat PPNS di
lingkungan pemerintah daerah dalam penegakan hukum terhadap perda
dan perbandingan manfaat PPNS Propinsi Daerah Tmghkat | Lampung
dengan DI Yogyakarta dan Dati | Jawa Tengah
Dalam usaba membahas masalah manfzat PPNS & hagkungan

pemerintah  daerak  dalam  penegakan hukum  terhadap perda  dan

perbandingan manfaat PPNS Propinsi Dagrah Tingkat | Lumpung dengan DI

Yogvakaria dan Dati | Jawa Tengsh, maka penulis mengidentifikastkan

beberapa masalah penclitian schagal berikut

(1) Apakah manfaat PPNS di lingkungan pemerintah daerah  dalam
pencgakan hukum terhadap perda i Propinsi Daerah Tingkat |
Lampung®

12y Bagmmana perbandingan manfast PPNS Propinsi Daerah Tingkat |
Lampung dengan D Yogyakarta dan Dav | Jawa Tengah dalam
penogakan hukum terhadap perda”

{3} Apakah faklor yang mendubung dan menghambat manfaat; PPNS
inghkungan pemerintah dacrah dalam pencgakan hukum terhadap perda

" sumbangan Pendapatan Asll Daerah |[PAD] verhadap APBD Propinsi Lampung Tahun
1995/19%6 hanya mencapal 15%, sedangkan pads daerah-dserah di Pulau lawa,
umbangan PAD terhadap APBD mencapal 30%- Likar, Adiey Semenguk, oan
Abduimuthaiib Tahar, "Feranan Dines Otonom Daprah TR W Banddr Lampung
Memberikar Kontribusi terradap PAD®, Bandar Lampung, Jurnal Penelitiasn llmu Hukwm
IUSTISAA, Mo, 14 tabun 1997, hal, 2

" Buky Pelaksanaan Pembinaan dan Kegiatan Operasional PPNS d Propiast DF Yogyakarta
dan Fropirsl Bati | Jawa Tengah Tabun 1996
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di Propinsi Daerah Tingkat | Lampung. DI Yogyakarta, dan Dati | Jawu
Tengah!
B. Organisasi Pegawai Negeri Sipil
Pada hakikatnys hokum adalah  sebagai sarama  pengintegrasian
pelbagar kepentingan (faw as on inle grative mechanism) Pengintcgrasian
terschut tercermin dan karakierisnk sistem peradilan pidana yantue
i 1) berpricotan pada tujuan {purposive befavionr),
(21 kesglurphan  dipandang Ichih baik danpads sekedar pempumlahan
. baman-bagiannya (wholism),

(31 migtem tersehal borinteraksi dengan sistem vang lebih besar,  scperh
sistem ckomomi, sosial, budaya, pohitik, dan hankam, scria masvarakat
dalam arti Juas sebaga super syarem fopeaneis)

i4) operasionalisasi  bagian-bagannya menciplakan sistem mila ferent
[Iransformalion;

[5) antar bagian sastem harus cocok zatu sama lam - finterrelatednexil |

ifi1 ndanya meckamsme komtrol dalam rangka pengendalian secars terpadu
foomie sechamism -]

i7) Kesimpolan Diskusi antar Dosen Hukum Midana dan Knminolog
dalam Membahas RUU Kejaksaan '

Schaga suatu wmistern, peradilan pidana mempunvat perangkat
struklur atzu subsistem vang scharvsova bekena secara koheren, koordinatif,
dan mtcgratif agar dapat mencapai cfisiensi dan efekbyvitas vang maksimal
kombinas: antara chisiens) dan efektivitas sangat penting karena belum tentu
ehisienst masing-masing  subsistem  dedgan  sendinova  menghasilkan
clockbivitas, Fragmentas: yvang bersifal mutlak pada svalu subsistem akan
mengurang fleksibilitas sistem dan pada gilirannya akan menjadikan sistem

tersebul secara keseluruhan disfungsional

' op. it hal. 18,
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Sebagai contoh, PPNS vang memngkatkan kegiatan operasi
penegakan  hukum  berhasil  memngkatkan  jumlsh  pelanggar  perda,
stdangkan pengadilan yang berupaya menpefisienkan pekerjaannya cukup
melakukan pemeriksaan singkal dan membual putusan yang lernyata bdak
memuaskan masvarakal pelanggar perda, schingga mengakibatkan mereka
tetap melakukan pelanggaran terhadap perda tersebut

Dalam konteks ttulah PPNS schagai subsistem. dar sistem peradilan
pudana merupakan pula sub dan subsistem vag lehih besar yang proses
bekerjanya tergantung pola pada sistem vang lebih besar it Maka,
pum]a.nnya. seharang  dapat  dikonstruksikan  scbaga  masalah
"keorganisasian” dan suatu lembaga PPNS untuk memposes masukan (inpuis
yang datang dan masyarakal dan mengeluarkannya fonpur) ke kejaksaan dan
pengadilan. Pada saat persealan 1w dikap dan seginya vang demikian maka
metede yang lerbak untuk dipakar adalah “snalisis sistem”. Dengan
memantaatkan metode it dimungkinkan untuk menguraikan keberadaan
lembaga PPNS ini lebih baik dari segi struktur mtern lembaga itu sendin,
ataupun |ingkungannya, serta interaks: antara keduanva.

Untuk dapat memahami PPNS schagai suatu orgamisasi, ia dapat

diperine: ke dalam unsur-unsur sebagar berikut ™

—

“ " Satjiipto Rahardjo, Masolch Pepegokar Hukum Suatu ' Tinjawan  Sodlologit.  {Sinar
y iy Baru, Bandung, tanpa tahun}, hat. 70




FAGAAN 1 : UNSUR-OMSUR ORGANISASI DAN ISINYA

Ungur-Unsur Organisasi Yang Menjalankan

1. Orang-orang Para pelaksana tugas

I, Teknik-teknik Teknaologi yang dipakail
untuk menjalankan tugas

1. Informagi Pengetahuan yang dipakai
untuk menjalankan tugas

4. Struktur Pengaturan Eugas

5. Tujuan Alasan bagi menjalankan
Eugas

_Tujuan dam setiap organisasi adalah untuk mencapai susaran vang
dikehendak: dengan kualifikas: produktivitas serla kepuasan, atau gabungan
dan keduanya, tergantung dari kegiatan vag dijalankan olch orgamsasi vang
bersanghkutan, dalam hal mi lembaga PPNS Untuk mencapar hal tersebut
unsur-unsur organizasi itu harus dioperasionalkan, vang menampakkan din
dalam wupud  bergeraknys  orgamsam tersebut  Aktivitas  untuk
mengkoordinast  unsur-unsur  terschul  dischut  scbagm  pengelolaan
organizasy, akbivilas milah vang berlangpung jawab terhadap karya,
perinmbuhan dan kelangsungan hidop orgamisasi Selama organisasi itu
bekerja, ia berhadapun pula dengan masalah linghungan vang harus diterima
dan diperhitungkannya, berupa  Lingkungan-lmgkungan somal, pelink,

manusid, ckonom:, seria teknolog
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BAB Il
KEBERADAAN PPNS SEBAGAI PENYIDIK
PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. Urgensi Keberadaan Penyidik Pegawal Negeri Sipil (PPNS)

Masalah kejahatan merupakan persoalan yang telah ada sejak lama.
vang muncul sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat,
schingga dapat dikatakan sama tuanya dengan peradaban umat manusia, Oleh
karena 1tu, wasalah kejzhatan hampir terdapat pada setiap masvarakat,
apakah pada masyarakat tradisional atau modern, masyarzkat Industrt maju
alau miskin, masvarakat individualis atay komunal schingga seninghali
dikatakan bahwa setiap ada masvarakat pasti ada kejahatan Dy samping 1w,
karena terdapat klasifikas: masyarakat, kejahatan juga mempunyai jenis-
lensstva terganiung pada kondisi masvarakatnva masing-masing. Pada
masyarakal tradisional dan miskin, kecenderungan jenis kejahatan berupa
kejahatan konvensional, sedangkan pads masyarakar induseri maju dan
perkotaan lebih mengarah pada kejahatan kerah putibh (white-coflar)

Meskipun pada kejahatan konvensional dan kerah putihiwhite-collar)
di dalamnya terdapat modus operandi tersendin, kadangkals terdapat
wesamaan, Misalnya, perampckan dengan senjata tajam pada suatu desa
mempuny i molif yang sama dengan pemalsuan surat berharga pada suaty
bursa pasar modal di kota, yaitu untuk mendapatkan vang atau barang milik
arang lam,

Perkembangan pesat di bidang pembangunan, aktivitas perekonomian,
politik, sosial dan budavs, vang pada gilirannva meningkatkan kesejahteraan
masvarakal juga tidak terlepas dan adanya masalash-masalah sosial termasuk
masalah kejahatan

Meminghataya kejahatan di kota-kots besar, seperts pencunan dengan

1%
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kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), penganiayaan,
pembunuhan, dan sebagainy s seperti diberitakan oleh berbaga media massa,
menunjukkan keeenderungan fenomena kejahatan pada musyarakat.

Banvaknva kejahatan ielah menimbulkan borbagas penclinan vang
dilakukan untuk memahami masvarakal dan mencan hubungan anlar
masyarakat dengan  kejshatan  kekerasan  Penelitian-penchinan vang
dilakukan kemudian menghasilkan dan mengembangkan berbagal teon
tentong kejahatan, seperts keterasingan (afiensation), keadsan 1anpa norma
famamiel, ekologis (lingkungan), dan kerusakan ikatan sostal flack in social
bhovert)

Berbagar hasil penelitian dan teori di otos, meskipun belum dapat
memecahkan masatah kejahatan sccara tuntas, tetapl dapat digunakan untuk
menielaskan berbagar peristiwa di atas. Misalnva. adanva keterasingan pada
masvaraksl koln, ketidakpatuban (termasuk kebdakpercayaan) masyarakat
lethodap norma-norma vang berlaku dalam masvarakal, kepadatan dan
mabilitas penduduk, urbanisasi, daergh komuh, dan lemahnya sosial kontrol
masyarakal mengakibatkan memngkatkan kepahatan baik. secars kuantiras
maupun kualitas pads masyarakat

Hasil Koogres PBB ke-B {191 di Havana teotang Oebon Orifme
menvimpulkan beberapa faktor kondusif untuk terjadmva kejahatan di
kalangan masyarakat, vaily (1} kemiskinan, pengangguran, rendahnya
tingkat pendidikan. dan perumahan vang tidak schal (2) semakin banvaknya
kegagalan warga untuk mengmicgrasikan dinnya dengan masyarakal secars
normal (3) semakin merengerangnva ikalan-ikatan sosial dan kekeluargaan
(4) masalah emigrasi ke kota vang semakin meningkat {3) identitas kulturaf
vang semakin fercemar (6) menwrunoyva kondist perkotaan vang schat (7)
scmakin  menmgkatnya penvalahgunaan narkottka, obat terlarang, dan

allkkohol (%) munculnyn kejahatan terorganisass dan (Y9) peranan media massa
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yang kurang mendukung dan bahkan merangsang tmbulnya kejahatan

Dalam waktu belakangan i muncul kecendrungan (trend) haru di
bidang kejahatan vang dikenal dengan istilah white-callar erime v AT
berkatan dengan akiivitas kegiatan di bidang perekonomian.

Melihat kerugian baik harta benda maupun jiwa vang ditimbulkannya
sangat besar maka Persemkatan Bangsa-Bangss berusaha mengantisipasi
fenomena kejahatan ekonomni i melalu Konggres PBB ke-6 di Caracas
Venezuela tahun 1980

Salah satu komisinya melaporkan bahwa bentuk pelanggaran atay
punsalnlig‘unaan di bidang ekonomi feconomic abuzes) termasuk perbaatan
kepahatan vang sulit dijangkau oleh hukum {offences bevond the reach of the
fawi seperti pelanggaran pajak (lax  evasion) | kecurangan i hadang
perkreditun dan bea cukar feredit and customs frand), penggelapan dana-
dana masyarakat (embezzlement of public funds), penyalahgunaan dana-dana
masyarakat (misappropriation of public fumds), pelanggaran terhadap
peraturan kcuangan (violatton of curremey regulations), spekulasi dan
pempuan dalam transaksi tamah (specwiotion amd swindling in land
fransacitons).  penyelundupan  (smuglingl.  pelanggaran  lingkungan
fenvirommental offences] menaikkan hargn joverpricing), melebihi fakiur
toverimaoicing). eksploilasi burub (labowr explaitation), penipuan konsumen
feansumer frawd), ekspor dan impor barang-barang d bawah standar dan
_ bahkan hasil-hasil produksi vang membahavakan (export and fmpert of
substandard and even dongerousiy unvafe produets), dan lain-lain

Persoalannya. meagapa kejahacan-kejahatan demikian karang muncul
misalnya dalam statisuk keminal atau pemberitaan di medin massa,
sthingga kurang nampak adanya Upaya-upava untuk menanggulanginva
kettmbang kejahatan konvensionzl Hal 1w sehagmimana dinvatakan dan

hastl Konggres' PR ke-f, bentuk-bentuk  kejahatan ckonomi di atas
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merupakan perbuatan vang sult dijangkau oleh hukum  Apalagy negara
Indonesia sebagar negara berkembang vang scdang menata dan membangun
produk -produk hukumnyva mengakibatkan sebagian besar perbuatan vang
dikatagorikan scbaga kejahatan chonom semngkall dianggap “bukan”
merupakan kejahatan, karcna kurang diater, Setanjuitnva, masalah lainnyva
dalam kejahatan ckonomi menurut Muladi “adalah sifat dam kejahatan
rersebul vang hiasanva dilakukan tanpa kckerasan (monviclens). adanya
perscmbunvian  kemvatsan  (eowcealmeni of  facik), penvesatan
imispresentation), akal-akatan rsubterfugel, dan pelakunya orang-orang
inh:‘ln:l..tual fimiellectual criminuls)

Beberapa masalabh di stas mengakibatkan tmbulnva kendala dalam
pengungkapan dan penanggulangan kejahatan ckonomi, Kendala lersehut
borupa (1) kepahatan sulit dilthat flew wiseheliny) (20 kejahatan sangat
kompleks (complexityl (3} penyebaran  tangpungiawab  (diffesion  of
responsibiling (4} penyebaran korban yang luas cdiffusion of victimization)
{3 kendala pendektesian dan penuntutan (detection and prosecniion) (6}
poraturan vang tidak jelas fesmbipons fowl dan (7)) ambrguiias pelake
kejahatan,

Perkembangan kejahatun white-colfar bak dalam bentuk kejabatan
korporas: dan kejahatan terorgamisas: dalam bidang ckonom: i akan terus
meningkat sejalan dengan berbagar perubahan dan perhembangan hegatan
ckonotm dan perdagangan yvang ernadi d Indoncsia

Masvarakat Indoncsia pada umumnva berkembang dan masvarakat
agraris ke masyarakat industr, adanva globalisasi dan cra perdagangan
hebas dunia pada awal abad %c-21 memimbulkan perubahan masvarakat

dengan ciri-cin { |} kebutuban akan modal dalam jumlah yang besar sehingga

L Muladi, “Kejzkatarn Orang-orang Terhormat dan Permasala-kennya  Ditinjaw  darl
. Fenegakan Hukem Pldanz® Makalah Pemataran [Semarang: Fakeltas Muokum Undip,
1993, hal. &
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diperlukan usaha untuk mengumpulkan dan meletakkan pemilikan vang di
tangan orang ataw badan lain (2) perubakan dalam pemilikan vasiu dan milik
vang dapal dilihat ke dalam kekuasaan dan hak-hak vang ndak kelihatan
seperft saham dan deposito (3} tlernadinya perpindahan perilikan  dan
pemilikan pribadi ke pemilikan korporasi dan (4) kegiatan ckonomi yang
berorientasi ke pasar

Persoalan vang perlu diantisipas: dari masaiah di atas adalah

bagaimana mengendahikan  arah  perubahan  kematan  ckonomi  dan
perdagangan masyarakat tersebut tetap dapat benjalan dalam kerangka
A ‘|I.JJIJ.|'JII pembangunan  oasional  untuk  kesegpahteraan  dan
kemakmuran rakyat, tetapn bukan schahknva memmbuolkan kerugian &
kolangan masvarakar karens adanva penlikuy menvimpang di bidang
ckonom

Berdasarkan uratan &1 atas  terhhat  babwa  kurang  dapat

ditangeulanginya masalah kejabatan karcna bal -hal bernikat ;

I Timbulnya jenis-jenis kcjahatan dalam dimensi baru vang
mennghkatl dan berkembang sesum dengan periumbuhan  dan
perkembangan masyvarakal dv vdang pobink. ckonomi. somal
dan bodava Jemis-jemis kejohatan terscbot tidak seluruhnyva
dapat terjangkas oleh Kitab Undanp-undang Hukum Pidana
{KUHP) vang merupakan produk  peminggalan  pemenniah
kelomeal Hindia Belanda.

2 Memngkatnya kualitas kejahatan baik dam seg pelaku dan
modus operandi vang mengpunakan peralatan dan teknolog
canggh sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

tcknologs  Padahal  kemampuan  aparat  pencgak  hukum

o "1 15 Susanto, *Tingauan Yurldis Krimirologls terhadap Kejahatar Perbankan®, Makalah
o Feminar {Semarang: Fakol-tas Hukum Undip, 1993), Ral. 4
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{khususny polr) terbatas bauk dan seg kuoalitas sumber dava
manusia. pembiayaan, serta sarana dan prasaranyas, sehingga
kurang dapat menanggulangi kepahatan secara intesil

Qleh karena itu, kehijakan untuk menanggulangi masalah-masalzh
Bsshatan di atas dilokukan dengan mengadakan peraturan perundang-
emdangan di fuar KUHP baik dalam bentuk undang-undang pidana maupun
ssdang-undang admmistrabf yang bersanks: pidana, schingga di dalam
merumuskan istifah kejahatan dikenal adanva ishlah tindak mdana umuom,
Emdak pidana khuses, dan tindak pidana tertentu Sesuai dengan ketentuan
Usdang-Undang Mo. ¥ Tahun |98} eatang Kitab Undang-Undang Hukem
Scars Pidana (KUHAP) penanganan masing-masing tindak pidana terschut
Ssclenggarakan oleh penyidik yang berbeda dengan hukum acera pidananya
SeEng-masing.

Tindak pidana umom  adalah  tindak  pedama  kejahatan  dan
pelanggaran vang diatur di dalam KUHP vang penyidikannya dilakukan olch
#oln dengan menggunakan ketentuan vang terdapat dalam KUHAP Tindak
p=tans khusus adalah tindak pidans di luar KIUJHP seperh Undang-bndang
Tdak Pidang Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-
Usdang Pemberantasan  Kegiatan  Sebvers:, dan  schagmnya  vang
peyvidikannya dilakukan oleh Poln, kejaksaan, dan pejabal penyidik lain
#esun  dengan  ketentuan-keientuan  khusus  hukum  acara  mdana
- Semnghutan Sementara ite, tindak pidana terente adalah tindak pidana di
Sear KUHP vang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, sepert
Undang-Undang Hak Cipta, Undang-lndang Keimigrasian, Peraturan
Omerah, dan sebagainva vang merupakan peraturan administrasi yang
Sersanksi pidana, vang penyidikannya dilakukan oleh Poln dan Penyidik
h_:t‘rli Negen Sipil (PPNS) dengan menggunakan ketentuan yang terdapal
dalam KUHAP Adanva pengajuan beberapa Rancangan Undang-Undang
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(RUUY vang didalamnya mengandung sanks: pidans dengan pencgakan
hukum oleh PPNS seperti RUU Kelenagakerjaan, Hak atas Kekavaan
intelekiual, dan Lingkungan Hidup menvatakan "Setiap instans: memang
dimungkinkan membentuk PPNS. karcna masalah yvang ditangam semakin
spesifik. Tetapi PPNS tidak boich meninggalkan penvidik Poln ™

Pernvataan Mentenn Kehakiman tersebut  menunjukkan. babhwa
urgenst keberadaan PPNS semakin penting dan diperlukan dalam pencgakan
hukum pidana, khususnyas penegakan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam lingkup bidang tugasnya vang bersifat spesifik dan teknis,

B. Kedudukan dan Sejarah Perkembangan Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah
Keberadaan Penvidik Pegawan Megen Sipl (PPNS) telah ada sejak
zaman pemennlah kolomal Hindia Belanda yang diatur dv dalam Her
Herzieme Imbands Replemenmt (HIR) Maagishfod Tahon 1941 No. 44 Pasal |
sub 5 dan & HIR memberikan kewenangan pejabal vang diberi tugas
kepohsian prevennf, scdangkan Pasal 39 sub 5 dan & HIR memberikan
kewenangan pejabat yvang diben tugas mencan kejahatan dan pelanggaran

{kepolssian represif baik yang bersifal nonvushisial maupun proyustisial |
HIR vang merupakan pembaruan dan Infandy Reglemenr (IR,
mengadakan perubahan penting dengan dibentuknya lembaga Clpenbaar
Ministerie atan penuntul umum, vang dahulu ditempatkan di bawah pamong
praja Dengan perubahan im maka (dpenbagr Mimsierie atan parkel
fpargueti 1tu secara bulat dan tidak terpisah-pisahkan berada di bawah

(Mficer van Justitie dan Procureur (rencral, ™ '

 Andi Hamaak, Pemgantar Hukum Acarg Pigano fndonesis {latarta; Ghalia Indonesia,
1953}, hal 45
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Menurut Daniel 8 Lev', memang sebelum berfakunya HIR kejaksaan
bercabang dua Untuk masyarakat Eropa tersedia CMficer van Justine yang
berpendidikan hukum. mercka terorganisas: dalam scbuah parket (parguet/
yang sangat bergengsi, vang setaraf deogan hakim dan advokat. Sedanghan
jaksa Indonesia adalah pejabat rendahan. dengan sedikit pengetahuan hukum
pidann dan hukum acara pidanz untuk orang-orang Indonesia, tetapr tunduk
kepada pemerintah Residen Belanda, dan di fondroad pada umummya
dipandang rendah oleh para hakim dan advokst vang mungkin mensngeni
perkara Jaksa itulah. bersama dengan para anpgota pamong praja di dacrah
unfuk sch;gun besar bertindak sebagai penyidik dan penuniul umum bag
orang Indonesia

Sctelah Indonesia merdeka. kewcnangan schagai penuntul umum
secara penuh berada poda lembaga kepaksasn Meskipun demikian, mengena:
kewenangan penyidikan dapsl dilakukan oleh banvak lembaga seperti polisi,
jaksa, polisi khusus, dan polis) pamong praja.

K.eberadaan poliss khusus diatur di dalam Keputusan Pressden No, 372
Tahun 1962 vang memberkdn tugas kepolisian  proventf danm fugas
kepolisian represif nmonyvustisial  Sementara tw, untuk tugas kepolisian
represif provustisial dilakssnakan oleh pejabat (PPMNS) vang diben togas
untuk melakukan penvidikan sespar dengan ketentuan HIR. sedangkan di
Imgkungan pemenntah decrah telah lama dikenal adanva lembaga polisi
pamong praja. Karcna lembaga im pertama kah dibentuk pada tahun 1950 di
Yogyakaria. Kemudian dirubah namanya menjadi pagar bava discsuatkan
dengan Undang-Undang MNo. 13 Tahon 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Kepolisian  Megara.,  Selanjutnva  dengan Peraturan Menten

Pemenniahan Umum don Qtonom Daeceah Mo | Tabuo 1963 diabah

v Daniel 3, Lev, Hukum dan Politik df indenesio, Kesinam-bungan don Perubaban [lakarta:
LPIES, 1950, hal 139,
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namanya menjadi pagar praja. Terakhir dengan Undang-Undang No 5 Tahun
1974 dikembalikan namanya memadi pohis1 pamong praja
Berdasarkan Peraluran Menten Pemenntahan Umum dan Otomoms

Dacrah Mo, 10 Fahun 1962 dictapkan bahwa polisi pamong praja (pagar
praja} berfugas membaniu para pejabatl pamong praja dalzm menjalankan
tugasnva & bidang ketertiban dan keamanan pads umemnye dan dalam
hidang pemenintahan umum vang meliputi fungsi dan tugas antars lain-

| pelaksanaan ronda desa‘kampung;

2, penjagzan kerusakan pengairan,

3 |‘T.'1| memungul payak;
pengumpulan padi;

pelaksanaan wsaha penyuntikan cacar, dan sejenisnya;

L.

mcianputkan perintah pada lurah;

= |

mengadakan kunjungan ke desa-desa dalam deerahnya,

% usaha-usaha sensus,

5 penjagaan pelanggaran terhadap Peraturan Dacrah;

10 dan fam-lain usaha vang berhubungan dengan pekerjaan pamong

praja

Foarena fungs: dan tugas Polim Pamong Prma vang begro luas.
terjadi kerancuan mengenat pelaksanaan tugas Pohist Pamong Praja yang
scharusnya bertindak sebagar kepolisian represif nonvosnsial dengan pejabai
{PPNE) sebagan kepolisian represif provostisial, Apalagi, lerhadap Polisi
Pamong Praja dapat diangkat sebaga Prajaksa (Hulp Magisirarf bagi mereka
vang telah mengikuti lanhan dan mendapat brevet dan kejaksaan schagai
penyidik.

Keboradaan Polisi Pamong Praja schagai penvidik berakibat Polis:

" &mir Thaib, “Peraturan Ferurdang-undangan yang Menjad! Dasar Hukum
PPNS dl Lingkungan Pettier intah Daerah® {Semarang: Oio Pemerinrtatian
Umum Pemda Tingkat § Jawa Tengah, 1997), hal 4
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Pamong Praja melaksanakan pula fungsi kepohsian represif provustisial
rang sama dengan tugas dan fungs pejabat (PPNS) scbagaimann diatur
dalam HIR

Timbulnys keraocuan dv atas bukan hanva karcna kurang adanya
kejefasan dalam perateran perundang-undangan yang mengatur mengenai
tugas don fungs: Polist Pamong Praja dan pesabat (PPNS) juga disebabkan
adanva “rivalitas” antara lembaga kejaksaan dan kepolisian.

Menurut snalisis Damel 8 Lev.” nvalitas antara pohs dan jaksa
sechenarnva  tidak  hanyva dalam  komtcks C“percbutan”  kekuasaan dan
Lrwumn_gun dalam sistem peradilan pidana melainkan juga dalam sislem
polittk. Ruvainas antara polisi don jaksa muncul dilatarbelakangn adanya
perbedaan kedudukon antara polisi dan jaksy sejak masa pemenntah kofonial
Hindig Belanda dan lemahnva sistem pobitk wotlok oieociplakan sirukoure
peradilan vang kuat

"Pertikaran” antara polis) dan jaksa adaiah mengena persoalan vang
menyangkut prosedur dan wewenang melakukan penvehidikan pendahuluan
jpredimmary rmvestigationy) vang pda di tangan jaksa sebagan kelamjutan dan
fungsi para officer van fustitic pada zaman kolonial Akan tetapi polis:
berpendapat bakbwa keahhan mereka untuk melakukan pengusutan sauh lebah
tinggr daripada jaksa dan schubungan dengan adanva perubahan kendisi
sehagar akibat revolust perlu dibuat sualy rumusan baro mengena fungss
polis. Apalag: mereka menganggap bahwa kejaksaan merupakan schedar
badan perantara antara kepoelisian dan pengadiian

Pertikaian ity mereda pads tahun 1961 dengan diundangkannya
|Indang-Undang Pokok Kepolisian dan Kejaksaan UU Moo 13 dan No |5
Tahun 1961} yang mencatukan bahwa polisilah yang berwenang mengadakan

penvelidikan  pendahuluan,  Namun  kedun  undang-undang  tersebud

¥ Daniel 5. Lew, Op. i, hal. 140.
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mengandung keténtuan rangkap dalam wpava untuk membuat kompromi dan
membert peluang dibuatnya saling pengertsan (gemilemen's agreement!
mengenal pembagian kerja vang cocok vang dalam kenyatasnnva tdak
mengesimpingkan jaksa untuk mclakukan penyvidikan

kemenangan polis: dan pertikaian di atas menurut Daniel 8 Lev™ '
adalsh kemenangan yang pada pokoknva bersifat pohitik karenn dedukung
oleh besarnyva anggola kepolisian dan statusnva schagal bagian dan angkatan
bersenjata sehingga menjad) kekuatan vang tidak dapat dizbaikan, meskipun
Presiden Soekarno pada waktu ity mendukung pihak kepaksaan.

Persoalan it lerbuka ketika pada tahun 1959 Jaksa Agung vang baru
meminta kekuasaan istimews dan kabinet untuk memenntakkan pejabat
pelisi termasuk polisi militer dalam pengusutan kejahatan  Meskipun
kekuasaan  itu  dibenkan, delam  kenvataanmya  di  lapangan  pobsi
mengabaikannya,

Begiu pula adanya ketentuan undang-undang vang mendua di atas
kemudian menjadi persoatan lebih lanjul antara polisi dengan jaksa vang
menmimbulkan  perselisthan-perschimban diantara  mercka dalam  proses
penvehidikan dan penyidikan perkara pidana. Dh samping itu baik kepolisian
dan kejaksaan berhasil mendinkan kemenlenannva masing-masing dan
kemudian mendapal otonomi vang dipeliharanya dengan penuh kewaspadaan
sampal teradinya perubahan politik dan Orde Lama ke Orde Bare Olech
karena o, watuk mengatasi kerancuan fungs: dan tugas antara Polisi
Pamong Praja dan pejabat (PPNS) dundangkan Undang-Undang Noo 5
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemenntahan di  Dacrah  vang
membedakan keberadaan, tugas dan fungsi antara pejabat (PPNS) denpan
Polisi Pamong Praja Pengaturan mengenai pejabat (PPNS) terdapat ds
dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 scbagai berthut..

" iisid, hal. 342
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{11 Peavidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran afas ketentuan
Peraturan Daerah dilakukan olch alat-alat penyidik dan penuntul
sesusl dengan perafuran perundangan vang berlaku.

{2) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditunjuk Pegawai-pegawai
Dacrah vang diben tugas untuk melakokan penyidikan terhadap
pelangraran atas ketentuon-ketentvan Peratutan Daerah.

Adapun mengenai Polisi Pamong Praja diatur dalam Pasal 86 Undang-
Undang Mo. 3 Tahun 1974
_ {1 Untuk membantu  Kepala Wilavah dalam  menvelenggarakan
pemerinfahan umum diadakan satuan Polisi Pamong Praja.

{2} Kedudukan, togas, hak, dan wewenang Polisi Pamong Prajn vang
dimaksed avat (1) dietapkan oleh Mendagn.

Ketetapan Mentenn Datam Negen scbagaimana dimaksudkan di atas
sampa 523t 1m masith belum diterbitkan sehinpga pelaksanaan tugas Polis:
Pamong Praja di daerah belum mantap. Meskipun demikian sesuai dengan
kctentuan vang terdapat dalam Undang-Undang Mo 5 Tobhun 974 pada
umumnya tugas Polisi Pamong Praja melakukan tugas kepolisian preventif
dan kepohsian represif nonyustisial.

Dalam melaksanakan fungsi terschut di atas, Polizr Pamong Praja
antara lain mefakukan penertiban-penertiban
I pelanggaran pensanan

kelestanan lingkungan hidup dan pemukiman

I

ketentraman penduduk dan sarana fasifitas omum

-+ s

terftb lalu bintas, tertib bangunan, izin bangunan, tuna wisma,
tuna warga, dan masalah-masalah sosial lainnya "

Berlakunya Undapg-Undang Mo | Tahun 1981 entang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mencabut berlakunya HIR dan

" amir Thalb, Op. Cat., nal. 3
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peraturan perundangan lam yvang mengatur hukum acara pidana, deagan
pengecualian sebagaimana tercanium dalam Pasal 284 KUHAP

Meskipun masih terdapat adanya pelbagam lembaga kepolisian,
KUHAP hanva mengakui Polisi Negara Republik Indonesia {Polr) dan
PPNS sebaga penyidik seperti dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP
vang menyatakan, "Penyidik edalsh (2} pejabat polist negara Repubhtk Indo-
nesia (b))  pejabat pegawan negen sipil tertentu yang diben weowenang
khusus oleh undang-undang.” Dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP selanjutnya
dikatakan *Penyidik schagaimana dimaksud dalam Pasal 6 avat (1) huruf b
mempunyal wewenang scsua dengan undang-undang yang menjadi dasar
hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah
koordinas dan pengawasan penyidik tersehut dalam Pasal 6 avar () huruf-a

Penjelasan Pasal 7 ayal {2) KUHAP juga menjelaskan “Yang
dimaksud dengan “penyidik dalam ayat im” adalah, musalnya pejabat bea
cukai, pojabat wmigrasi dan pejabat kehutanan, vang melakokon tugas
penvidikan sesua dengan wewenang khusus vang dibenkan oleh undang-
andang vang menjadi dasar hukumnya masing-masing” Dengan demikian,
maka dalam hukum scara pedana Indonesia yang dapat melakukan kegiatan
penvidikan (tindakan kepolissan repremif provustizial) hanyalah Poln dan
PPMNS  Sedangkan lembaga-lembaga kepolisian lannva, seperti polisi
pamong praja dan polisi khusos tidak diperkenankan.

kemudian hal tersebut ditcgaskan kembali dalam Pasal | angka 9
Undang-Undang Mo. 27 Tabun 1997 tentang Kepolisian MNegara Republik
Indonesia (UL Kepohisian) yang juga merumuskan *Penyvidik pegawai negen
sipil yang dapat dismgkat PPNS adalah pejabat pegawa negen sipil tertentu
vang berdasarkan undang-undang diunjuk sclakn penyidik. dan mempuny ai
wewenang unfuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup

undang-undang vang menjadi dasar hukumnya masing-masing” Selanjutnya

24



Faapilll Fegewsd Neger: i)

dalam UU Kepolisian dinvatakan "Pengemban fungsi kepolisian adalah
kepolisian negara Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya
dibantu cleh (a) alat-alal kepolisian khusus (b penyidik pegawai negen sipil
{c) bentuk-bentuk pengamanan swakarsa® |[Pasal 4 avat {1} “Peogemban
fungsi kepolisian schagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf a, buruf b, dan
huruf ¢ melaksonakan fungs kepolisian sesupi dengan peraturan perundang-
undangan vang menjadi dasar hukumnya masing-masing.” [Pasal 4 ayvat (2)]

Pada Penmjelasan Pasal 4 avat (1) UL Kepohsian dikemukakan °Yang
dimaksud dengan kata “dibantu® pada aval im adalah dalam lingkup
pcla]-.m;nn fungs: kepohisian, tidak bersifal strubtural, Huref a, Yang
dimaksud dengan alat-alat kepolisian khusus menurut undang-undang im
adalah alat-alat atau badan-badan pemenntahan yvang oleh atau atas kuasa
undang-undang diben wewenang uniuk melaksanakan fungs kepolisian di
bidangnyva masing-masing.”

Pengaturan lebih lamut mengenal PPNS terdapat di dalam Peraturan
Pemenntah (PP} No. 27 Tahun 1983 tentang PPNS

*asal di atas pada desamva meoegaskan bahwa bak di tingkat pusar
maupun di tngkat daerah hanya ada satu lembags kepolisian, vaito
kepolision negara. Akan tetapr dalam rangka untuk melaksanakan simgle
adminisiration vang memberikan wewenang kepada kepala daerah sebagan
“penguasa funggal' di dacrahnva, make seyogvanva lembaga kepolisian
secara taktss operasional ditempatkan di bawah komando kepala wilzyah
{ pubernur/bupaty/walikotamadya) selaku penguasa tunggal di daerah, vaitu
agar dapat diciptakan "kesatuan komando' yang sesungguhnya ' Hal it
tercermin dan istilah yang digunakan Pasal 10 UU Kepolisian yaitu "Kepala
Dacrah dapat meaggunakan kepolisian negara® vang lebih ogas maknanya
daripada istilah “dapat memanta bantuan®

Dalam  Pasal 5 Instruks: Memtenn Dalam  Megen dan Panghma
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Angkatan Kepolisian No. 4 Tahun 1969 dan. No. Pol. 25/ 1nstr/Panpdak/ | 964
tentang Kerja sama politik polisionil dicantumkan scbagai berkut “Dalam
hal bantuan Angkatan Kepolisian dimunta oleh Kepala Daerah, maka
permintgan hammuar (huruf minng dan peaulisd) ini diajukan  kepada
Panghima’Komando-komando Daerah Angkaton Kepolisian  setingkat di
dacrah dengan menmvebutkan (a) alzsan-alasan, (b) bentuk bamtusn vang
dibarapkan “

Dengan demikian. dalam prakickoya kepals walayah tidak begitu
saja  dapat _mmggunqk:m kepolisian  negara, tetaps  sebelum  dapat
menggunskannya, Kepala Dacrah harus melalul prosedur tertentu

Pada tahun (984 oleh Mentern Kehakiman dikeluarkan Keputusan
Mentenn Kehakiman RI Moo M-04-PW 07 03 Tahun |984 icntang
Wewenang Penyidik Pegawar Negen Sipil vang kemuedian ditindaklanjuti
dengan Peraturan Menten Kehakiman Rl Mo M-05-PW.07.03 Tahun 1984
tentang Petunjuk Pefaksanaan  Pengusulan dan Pengangkatan  dan
Pecmberhentian PPNS

Untuk memndasklanjuty  Keputusan Menteri  Kehakiman tersebul,
diterbitkan Keputusan Mentens Dalam Negeni Moo 23 Tahun 1986 tentang
Kedudukan Penyidik Pegawa: MNegen Sipl di Lingkungan Pemenntah
Daerah yang mengatur mengenal Kedudukan dan Tugas, Syarat-syarat untuk
Crangkai, Pengusulan, Penumukkan dan  Pengangkatan, Mutasi  dan
Pemberhentian, dan Bidang Penyidikan PPNS di dacrah

Kepulusan  Mendagn imlah  yang menjads  landasan  hokum
dibentuknva PPME di bingkungan pemermtah daerah schinpga keberadaan
PPNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyidik terhadap
pelanggaran-pelanggaran peraturan dacrah terus berkembang sampas dengan

" Djeral Hoesen Kossoemahatmadis, Fungsl dam Strktur Pomong Proje {Bandung.
Atumni, 1978, hal, 139,
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sekarang Hal ilu sebsgaimana ditegaskan Sckretans Jenderal Depariemen
Dalam Megeri, sejak dikeluarkannya Keputusan Mendagn tersebut telah
diangkat scbanyak 5074 orang PPNS yang terscbar di selurub pemenntah
dserah di Indonesia vang berperan dalam penegakan peraturan dacrab
schagn salah satu upaya mewwudkan tertib hukum di tengab-tengah
masyarakal. Schaliknya, sampai pada ssat imi masth belum ditentukan
kelembagaannya sehingga keberadaan dan pembinaan PPNS di limgkungan
pemerintah daerah, penanganannva bervarsasi antara dacrah vang salu
dengan lainnya =

Apalagi hemudian pada tabun 1993, Menten Kehakiman menerbitkan
Keputusan Menteri Kchakiman Mo [B-PW 0703 Tahun 1993 tentang
Proscdur Pengusulan Pengangkstan, Mutasi dan Pemberbentian PPNS
schingga Keputusan Mendagn Mo 23 Tahun [986 perlu diperbarue kembali

C. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban PPNS di Lingkungan
Pemerintah Daerah
Dan beheraps peraturan perundang-undangan vang menycbul fentang
PPNS sepertn KUHAP, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, UL Pokok
Pemenntshan Dacrah dan RUU Kepolisian pada dasarmya merumuskan
pengertian PPMS dengan unsur-unsur schaga benkut
|, PPNS adalah Pejabat Pegawar Negenn Sipil tertentu yang diberi
wewenang khosus oleh undang-undang
2, Wowenang khusus lerscbul adalah wowenang untuk melakukan
“penysdikan tindak pidang®
3 Tindak pidana yang dimaksud adalah “Gindak pidana  tertentu’

vang meajadi linghup bidang tugas swaty departemen alau instans

H Fengarahan Sekretarls fenderal Oepartemen Oalam Neger: pads Repat Ketja Trlnis
S Pembina Pesnyidik. Pegawal Megeri Sipll tanggal 18 September 1596 di Yogyakarta
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4 PPMNS harus memenohi persyaratan tertentu. antara lain sercndah-
rendahnya pangkat Pengatur Muda Tingkat | Gol 1'b dan berijazah
BLTA

5. PPNS diangkat oleh Menoten Kchakiman sctelah  mendapat
pertimbangan dan Kapoln dan Jaksa Agung.

i Dalam pelaksanaan tugasnya (penvidikan), PPMNS berada di  bawah

*koordinasi® dan *pengawasan” (korwas) penvidik Poln

Selanjuinva mengenal wgas dan wewenang PPNS mehipun sebaga
berikut. :
| Melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran undang-undany

atau tindak prdana di bidang masing-masing.

Fud

PPNS mempunya wewenang penyvidikan sesuan dengan undang-
undang vang menjadi dasar hukumnya.
5 Dalam melakukan mgas schagnimana tersehut di stas, PPNS

tidak berwenang melakukan penanghkapan dan atau penshanan

Fewenangan PPMS schogaimana diatur dalam persturan perundang-
undangan di atas jugs dijabarkan dalam Keputuzan Menten Kehakiman R
Mo, M-04-PW 07 03 Tahun 1984 entang Wewcenang PPNS schagar benkot
Pasal 2:

Apabila undang-undang yvang menjadi dosar hukum odak mengatur
seccorn  tegas  kewenangan  vang  dibenkanova, maka PPNS
mempenyal kewenangan-
g. mencrima [aporan stau pengaduan dan seorany lemtang
pdanva tindak pidana,
k. melakukan tindaksn pertama pads saat 1w di lempat
kejadian dan melakukan pemeriksaan,

¢c. menvurah berhenti s¢oring tersangka dan memeriksa tanda
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Paszal 1

1ik

SiEwEd Mhgerd Sirpdd

pengenal din lersangka;

melakukan penyvitaan benda dan atau surat;

mengambil sidik jan dan memotret seorang.

memanggll orang untuk didengar dan dipenksa schagas
tersangka ntau soksi,

mendatangkan orang  ahhb vang diperlukan  dalam
hubungannya dengan pemenksaan perkara;

mengadakan  penghentisn penvidikan  sefelah  mendapat
petunpuk dari penvidik bahwa tidak rwerdapat cukup bukn
atau perisiwa  lersebul  bukan merupabhan  Gndak padana
dan selanjutnva melghn  penyidik  membentahukan  hal
twrsebul  kepada  penontut wmum, lersangka  alaw
kcluarganya:

mengadakan tindakan lain menorut hukum vang  dapat

diperianggungiawabkan

PPMS membuat berita pcara seuap nndakan tontang

pemeriksaan lersangka,

pemasukban rumah;

penyitaan benda;

PeMCrIK§aan sural;

pemeriksaan saks

pemeriksaan di tempat kepadian: dan mengimmkannya

kcpada Penyvedik Poln,

Adapun mengenai kewayiban PPNS adalah sebagai benkut

a.

Sejak awal wajth membentahukan tentanyg penvedikan vang

difakukannya kepada Penyidik Poln.

A3
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b Wajib memberitahukan perkembangan penyidikan  yang
difakukannya

¢ Meminia petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Peny sdik
Prln

d Menyershkan berkas hasil pemyidikan kepada Penuntut
Umum melatui Pemyidik Polr

¢ Wajib memberitzhukan tentang penghentian peny adikan
vang dilakukannva kepada Penvidik Poln dan Penuntu
Lmum.

Kepulusan Menten Dalam Negen No. 23 Tahun |48 tentang
Ketentuan Umum Mengenar PPNS di Linghunigan Pemenntah Dacrah
menjabarkan Kedudukan dan Tugas PPMS (Pasal? dan 3); Syarat-syaral
untuk diangkat menjadi PPNS (Pasald, 5 dan 8], Penunjukan dan
Pengangkatan PPNS (Pasal 7 dan¥) . Mutasi dan Pemberhentian {Pasal 4
dan U} , Bidang Penyidikan PPNS (Pasal 11) , scperty fcreanium di bawah
L]
| PPNS berkedudukan di bawah Kepala Daerah dan bertangungjawab

kepada Kepala Dacrah  Wewenang PPNS melakukan  penvidikan

terhadap pelanggaran Peraturan Daerah

F-d

Syaral-syarat untuk dapat diangkal menjadi PPNS adalah:

a  pegawal Megen Sipil berpangkat serendah-rendabnva pengatur muda
ungkat | (Gol [[%) yang bertugas dalam bidang penyidikan seseal
dengan undang-undang vang menjadi dasar hukumnya masing-
masIng;

b berpendidikan  serendah-rendahnya SLTA atay berpendidikan
khusus di bidang penyidikan atas Ehusus & bidang Lekins
operasional atau berpengalaman minimal dua tahun pada bidang

seknis operasional  Dalam penganghatan terschut divtamakan bage
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Pegawal Megen Sipil vang mengikun pendidikan khusos di bidang
penyidikan,

¢ Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawm Negen Sipl
untuk selama dua tabun berturul-turet haros terst dengan nilan baik:

d. berbadan sehat yang dinyatakan dengan keterangan dokter

Kepala Daerabh menumjuk pama-nama calon PPHS

Mama-nama calon dikirimkan kepadn  Mentern

Kehokiman  melaluw Menten Dafam Megen dengan

tembusan kepada  Kapolnn  dan Jaksa  Agung.

Pengangkatan PPMNS oleh Menter Kehakiman atas usul

Kepala Daerah vang bersangkutan

Mutasi PPNS diberitabukan oleh Kepala Daerah kepada Menten
Kehakiman melalun Menten Dalam  Megen  Pemberherbian PPRNE
divsulkan oleh Kepala Daerah kepada Menten Dalam Megen unluk
diusulkan kepada Menten Kehakiman

Bidang-bidang penyidikan PPNS honva terbatas pada pelanggaran
peraturan dacrah vang telah berlaku sah dan telah diwndangkan dalam
L.embaran Dagrah Agar menjadi dasar hukum pengangkatan PPNS dalam
Peraturan Dacrah vang memuat sanks pidena, harus memuat dus pasal

vang menvangkut keberadaan dan wewenang PPNS,,
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BAB Il
PPNS SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM BAGIAN
DARI SISTEM PERADILAN PIDANA

A. PPNS dan Masalah Penegakan Hukum
PPNS vang mempunyu tugas dan wewenang di bidang penyidikan
merupakan salah saty aparat pencgak hukum yang melaksanakan tugas
penegakan hukum schaga bagian dan penyelenggaraan sistem peradilan
pidana
Mengenai pencgakan hukum Sudarte™ mengatakan "Pengertian
nenegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas
pencgak hukum dan oleh setiap orang yang berkepentingan sesual dengan
kewenanganny i masing-masing menurut aturan hukum vang berlaku”
Sememntara it, menurul Soerjono Sockanto” penegakan hukum
adalah "Kegetan menycrasikan hubungan mia-mial yang tenabarkan dalam
kajdah-kmdah/  pandangan-pandangan memlm  yang  mantap  dan
mengejawantah dan sikap tindak sebagai mngkaian penjabaran nilai tahap akhir
untuk  menciptakan  (schaga  sociel  engrmeering)  memeclibara  dan
mempertihankan (scbagai social control) kedamaian perganlan hidup
Dengan demikian penegakan hukum merepakan suatu sistem vang
menyvangkut penyerasan antara mlal dengan kaidah serta pertlaku nyata
manusie. Kaidah-kadah terschut kemudsan menjadi pedoman atau patokan
bage peritaku atay tindakan vang dianggap pantas atau scharusnva Perilaku
ataw sikap undak itw berfujuan untuk menciptakan, memelihara, dan
memperizhankan kedamaian,
Maka dapat dikatakan bahwa masalah pencgakan hukum sebenarnya

terletak pada faktor vang mempengaruhinva. Adapun faktor-faktor lersebut

Mg urarte, Kapito Selekta Hukem Pidarg (Bandung: Alumnl, 1981), hal, 112
" eperjono Soetanto, Peasgokan Hukum {Bardung: Bina Cipta, 1983} kal. 2.
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sebagal berikul.

1 Hukumnva sendin, atau peraturan itu sendir

2 Penegak hukum, yakn: pihak-pihak vang membentuk maupun
meacrapkan hukum

3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penepakan hukum.

4. Masyarakal, vakm faktor lingkungan dimana hukum terschut
diterapkan.

3, kebedavasn, yakmi sebagar hasil karva, cipta dan rasa vang
didasarkan pada karsa manusia didafam pergaulan hidup) &

l Kelima faktor tersebut di atas saling berkatan, oleh karena merupakan
essenst dan penegakan hokum. serta jugs memupakan tolok okur dan
efektivitas penegakon hukom. Akan letapn di antara semua faktor tersebul,
faktor penegak hukum menempat ttik sentral. Hal wu dischabkan olch
karcna  undang-undang disusun  dan  dibuat oleh  pencgak  hukum,
pencrapannyva dilaksanakan oleh pencgak hukum, demikian juga pencgak
hukum dianggap sebagar golongan panutan hukum olech masyarakat luas.

Membicarakan masalah  penogakan hukum & sm ndak  hanya
membicarakan  bagaimana hukumnya, tetap apa yang dilakekan oleh
gparatur pencgak hukum  dalam menghadap masalah-masalah  dalam
pencgakan hukum Oleh karena iu, dalam penvelezaian masalah-masalah
hukum vang terjads di masyarakat (termasuk  hokum mdanap, tdak
seloruhova diselesmkan melalw prosedur berdasar ketentuan hukwm,

Membahas tugas dan wewenang penvidik schagai aparatur pencyak
hukum vang menduduki urutan periama dalam sistem peradilan pidana, juga
tidak dapat terlepas dan sikap dan penlaku sehagan aparatur penegak hukum

vang selalu mengundang perhatian masvarakat uatuk meogikull gerak-

" |aid., kal. 4
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geriknya dalam penalanan pencgakan hukum. Satjipte Rahardjo “dalam
katannya dengan  kegiatan  Pemaidik  Poln sebagar  pencgak  hukum
mengemukakan sebagar berkut

"D amara pekenaan-pekenaan penegakan hukum, pekerjaan polisi
adalah vang paling menarik, oleh karema di dalamnya  banvak
dijumpar keterlibatan manuosia sebagai pengambi]l Keputusan. Polisi
pida hakikatnya bize dilthai  sebagai bukum yong hidup. Karcna
memang di tangan polisi dolah hukum mengalami  perwujudan
sehidak-iidaknva di bdang hukum  pidana Apabila hukum it
periujuan  uniuk  mencipiakan ketertiban  dalam masvarakat G
antaranva deogan melawan kejahatan, maka pada okhernva, polisi
iulah yang akan menentukan apa itu vang sccara konkret sebagm
pencgakan ketertiban, siapa-siapa yang haros ditundukkan, siapa-siapa
svang harus dilindungi dan seterusnva.”

Apa vang digambarkon di oles meounjukkan memang demikianiab
pandangan masyarakal terhadap aparatur pencgak hukum (pensidik ) hal ini
dizebabkan ada kecenderungan vang kuat di kalangan masvarakat untuk
mengartikan hukum sebagai pelugas atan penegak hukum.

Polisi, dan demikian pula PPNS sebagai pencgak hukum pidana
adatah aparatur pertama dalam proses pencgakan hukom, ia mencmpati
posisi schaga: penjaga, yartu melalu kekvasaan yang ada ipolice discrerion)
in merupakan awal mula dan proses pidana Karcna keahliannva maka poligi
merasa lebaly tahe dalam menjalankan lugasnya Akibatnva, dapat terjadi
polisi falu memperbesar penekanan  kebijakan-kebijakan vang kurang
memperhatikan ancaman hukom formal

Hal i akan nampak menjadi lebih sulit jika penckanan tersebut
dilakukan olech oknum schingga masvarakat tidak segan-segan menafsirkan
hal terschut sebagai pencerminan hukum atae tindakan dan lembaganva

Apalagl pka sampn ferjadi sifal prosedural bukom scara pedong {KUHAP)

S Satjipto Rahardjn, Maoseloh Penegokon Hokwm Suote Tinjowen Sosiefocrls. (Bandung:
Sinar Baru, Tanpa Tahun), kal. 95
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dipandang membatas: perkembangan polis: sebaga spesialisasi penvidikan
dengan karaktensuk "pdak mudah percaya®, "selalo cunga®, dan sebagamya.

Lembaga kepolisian dalam melaksanakan tugasaya berperan sebagai
aparat pencgak  hukum  sckabgus schaga pemjaga ketortiban  dalam
masyarakal. Hal oy dwopkapkan eleh Jerome H Skoinck adanva dua
peranan sosial berbeda yang dituntut masyarakat atas din polisi

Polisi scbagai pemegang peran frofe ocoupant! pads masyarakal.
spabalz “ketertihan® lebih ditujukan pada hal-hal vang bersifar sosiologis,
s'q:mﬂntu‘r: il "hukum® lebih mengandung pengertian pengendalian secarn
rasional terhadap peraturan-peraturan dan prosedur-prosedumys sehingya
berakibat hukum dan ketertiban senng ditemw dalam posisi berlawanan,
padahal polis: harus berdin di atas keduanya, pohm ditugass untok mencapai
tujuan sosial (keterttban) dengan melaln metode hukum, Selan ou, masih
ada lagr f aktor-faktor yang akan bisa membuat semakin rumiiny 2 pekerjaan
polisi dalam Kedudukannya schagar salah satu unsur peavelenggaraan hukum
ipidanatl di Indoncsia dan sckaligus membedakannva dar unsur-unsuor
poncgak bukem lam

Fakior-faktor lam vang tak kalah pentingnva adalah polist merupakan
penvelenggara hukum vang langsung berhadapan dengan masyarakat bescria
scgila jemis fingkah laku dan perbuatannya, baik berupa tindak pidana
maupun  bukan tmdak pedana  Sclanjuinya  pka  polis)  senannasa
mengembangkan suafu  konsepst hokum  bukan  profesional  manapersal,
mereka hanya akan melakukannva pka lingkungannya menurut Kepatuhan
dan menvediskan ganjaran atas kepatuhan it semata-mata dengan mebihat
polisi hanva bertanggung jawab dalam menghadaps knminahtas Fungsi
pelist dalam suatu ingkungan cenderung secara normatif mavpun substantif
mendukutg gagasan efisiensi administralif, yang telah menjadi cin togas

pekerjaan pohis Kepadian-keyadian pelanggaran hukom wvmpamanva oleh
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pihak polisi lebih dilihat dari segy masalah kepolistan dar pada masalah
keadilan
Hal ity antara lam karena tugas pokok dan kepolisian, yang
memandang keamanan masyarakal sccara langsung scbagar tugastva Lebib
cepot seseotang yang melanggar teriih masyarakat "diamankan® lebih cepat
masalah kepalisian tersebut teratasi. Dengan demikian, polisi secara
perorangan maupun ofganisatoris akan selalu dihadapkan pada suasana tugls
vang secara sador atau tidak sadar membawa mercka pada keasyvikan dalam
pekepaannya yang lebuh diwarnai masalah-masalah vang melingkup dan
mungkm bukan masalah hukum, sehingga tidak dapat disangkal ahan dapat
mengalihkan kesadarannya dam tuntutan-tuniutan togas utamenva dalam
ranghkaian tugas sisiem peradilan pdana. Misalnya, polisi senng dinatang
aleh sorma-norma. nila-nila dan kebiasaan vang berkembang di hnghungan
kerjanva vang diunjukkan olch atasannya
Dernikian pula dalam bekerjanya polisy, sctiap anggols palist helajar
herperilaku vang scsuat dengan “adicita” pekerjaanny a melaful dua cin dar
pekenaannya schari-han  yaiu bahaya dan kekunsaan Unsur bahaya
menjadikan polisi schaga orang yang selalu “euriga” Karenz sifat
pekerjaannyva, memboalnys kurang mempunya kemauan untuk berteman
sehgb norma-norma  persshabatan  dapal mempengaruhi  pekerjaannyi.
Dengan demikian unsur bahaya telah mengasingkan pohs dalam hubungan
sosial dengan kelompok penduduk vang dianggap sebagm simbol bahaya,
sedangkan vnsur kekuasaan memperkuat unsur bahaya dalam mengasinghan
dirinva’
Demikian pula, kewenangan polisi vang terlal luas dan menjadi

kabur akan membuat beban bagimya, schingga dalam mengambl keputisan

# yerame, H, Sinlnick, Justice Withaut Trial. (ow Enforcement in [emorrec socfefy {New
York: Iohn Wiley & Sons, 1375) hal, 44
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mercka sering melandas: dengan faktor-faktor "nonhukum® yang diwarnai
perassan ketidakpastian Misalnva, dapat diajukan gambaran seorang polis:
vang lechih memperhatikan dan mempertimbangkan kondutenya  vang
dihubungkan dongan persciupuan atau ketidaksctujuan atasannya terhadap
tndakannya danpada mengaitkan dengan pertanggungjawabannya melafo
aluran-gluron hukom yang ada,

Kepolimian vang mempunya fungsi antara lain menegakkan hukum,
menjagn keétertiban dalam rangka dan uniuk melindungs masyarakar dan
memhimbing masyarakat menjadi wargancgara vang patuh hukum. Selam itu
Eun gal vang idak kalah peatmgnya adalah sebagal kekuatan sosial politk. la
harus itkut berprestast dalam  lapangan sosmial polink dalam  rangka
mengamankan pembangunan nasional untuk mencapai masvarakat Indoncsia
vang adil dan makmur, Oleh karena i, dalam melaksanakan tugasnva Polrni
tidak hanva melaksanakan law enforcemens semata, tetapt melakukan pula
tindakan-tindakan lam vang dapst menunjang kelancaran pelaksanaan
tugasny s schaga penegak hukum Mengingal kekuasaan vang dimibiki polis:
terlaly luas, diperlukan persyaratan-persyaraton yang hamus drmilik aleh
polizt, teruiama defam hal menilar swaw perkara vang dibadapi; Scbaga
contoh schelum melaksanakan penyidikan polist melakokan penvelidikan
terieinh daholu, sesungguhnya tindakan penyelidikan 1m meropakan filter
terhadap peristiwa-penstiwa  yang tenadi.  apakah  dapat  difakukan
penyidikan stau tidak Schagaimana dikatakan Kadn Husin™, sehaga
Benkul.

Berdasarkan wewenang vang ada padanya, polisi dapat memila dan
menentokan suatu peristiwa scbagai tindak pidana atsu bukan Jika
perigtiwa tertentu drangpap schagal tindak pidana, polisi mefakukan
tindakan penyidikan  Kewcnangan vang dimilika oleh polisi terscbul
tidak dapat diartikan bahwa polisi bolch menggunakan hak atau

¥ Eadrl Husim, “5Rtem Peradilan Pidana Meswerul EUHAP®, Tesis |lakaria: Program

Fascasatjasa Universitas Indonesia, 198%), hal 93
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wewenongnya didasarkan knferia..........ooo

“mau atau tidak mau” , wewenang kepobisian atan pohice discredon
lechih ditckankan kepada “kewajiban” menggunakan wewenangnva.
Disinilah menuret hemat kami dituntul kemampuan intelekiual dan
pengabdian dar polisi sebagai aparat pencgak hukum

Masaleh diskres: vang ada pada polisi bukanlah masalah yvang sangnt
sedevhana karena dapat saja tenads konflik kepentingan antara hukom dan
masyarakat, dengzan demmikian dalam penggunaan diskresi harus berhati-han,
pcnempannya‘harus dengan penuh pertimbangan dan dilakukan cleh mggota
polis1 yang mempunyai dedikas: dan intelektuai vang tinggr.

Menyangkut masalah diskress, ng:_rﬂg Sockanto™ © mengatakan
*Dhskres: merupakan pengambilan keputusan ontuk mengatas) masalah vang
dihadapi, dengan tetap berpegang pada peraturan Walaupun ada diskresi
vang memungkinkan tanpa berpegang pada peraturan, karena belum ada
peTaturannya’

Persoalan penggunasn diskresi scperti diuraikan di atas, dialami puls
olch polisi dalam melaksanakan tugasnya di Amenka Semkar Diurmkan
Jgrome H. Skalnick, pohsi vang menjalankan tugasnya dalam kerangks
susunan negarns demokras;, di satu phak  ditontut untuk  menjamin
berjalannva “ketertiban®, sedangkan di lan pihak untuk menjalankannya
dalam kerangka rule of faw. [Diterimanya kedua ide tersebut. vaitu hukum
dan keweriban Saw and orger). menyebabkan timbulnvas komphkazt dalam
pclaksanaan penegakan hukum oleh poliss

Hukum dan ketertiban memuliki posisi yang bertentangan karena i
dalam hukum terkandung pembatasan-pembatasan terhadap tata kerja untok

mencapai - ketertiban,  Meagenaar hal imn, secars epas dikatakanm  olch

i
|_I|I--"Ilh Saerjonn Sorkantn, Polis dan lotw Limter  fAsaglivs Meawrer Soviolog! Mukum ]
(Bandung. Mandar Maju: 1990], hal. 6,
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Skolnick. "seorang polis1 cenderung untuk memchhara praduga bersalah,
Jika 12 melakukan penahanan dan memuinskan untuk memproses seorang
tersangka. seorang polis: merasa bahwa tersangka relah melakukan kejahatan
schagmimana yang disangkakan. la percava bahwa sebagu "scorang spesialis
dalam kejahatan” 1a mempunval kemampaan untuk membedakan antara vang
bersalah dan yang tak hersalah™

Berkaitan dengan hal tersebut, Herbert L. Packer™ dengan teorinva
vang dikenal fwo Models of The Crimimal Process, masing-masing adalah
Crigne Comirol Model dan Due Process Model Di dalam Crime Control
.i-;!‘m.‘ﬁ' menggambarkan pemikiran perlunya effesiensi dan profesionaletas
dalam pelaksanaan twgas  Karema pohm duanggap professonal  dalam
melaksanakan lugas, bekerjanva berdasarkan prinsip presumption of guilt
{praduga bersalah)

Dengan kata lain, sckal: terdapat petunjuk vang dapat membuktikan
adanva kesalahan kepada pelaku tindak pidana, hal ituw memongkinkan
sescorang (pelaku tindak pidana) ditahan untuk diproses lebib lanjui, Maka,
scgenap fangkah vang dilakokan disusun berdasarken ates dugaan keras
bahwa orang 1w telah bersalah. Mamun, vang jclas praduga bersaiah itu
dioperasikan sehelum s1 tersangks menjadi terdakwa

Drary wratan tersebut, nampak adanva kelenkatan para penepgak hukum
ipoiist) dalam menterjemahkan peraturan-peraturan pada jaringan hacdah
hubum yang berlaku, termasuk juga d1 dalamnya prinsip-prinsip dasar atau
a545-3535 hukum vang diakw scbaga bumper pengaman dan budava hukum
masyvarakat manakaln tlerjadi kesalahpengertian dalam  menterjemahbkan
peraturan bukum tersebul. Dengan demikian masalah penegakan hukuim Lidak

hanys mencakup low enforcement, totapn juga peace marmienance kareng

* lerome H, Skolnick, On. Cit., hai. 45
o Herbert L Packer, The Limits af the Criminal Senction. (Stanfard: Cafifarnia University
Press, 1988}, hal. 161
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pada hakikatnya pencgakan hukum merupakan proses penverasian nilai-mla
dan kasdah-kmdah dengan pola peridaku kearah pencapman kedamaian
Kiranva sependapat dengan  Satjipte  Rahardjo  dalam  hal im
mengatakan bahwo pekerjaan kepolisian sesungguhnya juga tidak jauh dan
pekerjaan mengadidi. Sebab memberikan penafsiran terhadap hukum pidana
pada saat berhadspan dengan orang-orang tertente vang melakukan
perlawanan terhadap hukum, bukankah pekerjaan mengadili juga®™
Berbicara mengenai penanggulangan kejahatan schagaimana telah
dlka}-‘ﬂkﬂﬂ di atas mempunya konotasi sebagai penegakan hukum dalam

sistem peradilan pidana  atau  sekaligus menggambarkan  bagaimana

bekerjanva  hukom  dalam  menangguiang: kejahatan. Dalam pencgakan

bukum pidana mempunvar kualifikasi tertentu sehingga kita dapatkan mode
pencgakan hukum pidana sebagmmana dibusl ragaannya oleh Joseph
Goldstem ™ sebagai berikm

RAGAAN 2: PROGRAM PENEGAKAN HUK UM PIDANA
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ialllﬂlﬂ Rabardjo, Hukum dan Pervbabon Sesto | (Bandung: Alumni, 1983], hal, 111
o lnhph Gaoldsteln, Criminal fustice, Low ond Poltics|Massachusetts: Gearge F. Cale, i
Buxburg Press, 1976), hal, 108,
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Padn ragaan terschbul & atas, Goldstein membedakan pencgakan
hukum mdana menjadi tiga, ymtu pertama, fetsl Exforcement, vakni ruang
lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana vang dirumuzskan oleh hukum
pidana substantif (swbstamttve law of crimel Penegakan hukum pidana
secara total mm tidak mungkimn dilakukan, sehab para penegak hukom dibatas,
sccara ketat oleh hukum acara pidana vang antara fain mencakup atouran-
aluran peoanpkapan, peénahanan, pengpeledaban, peoyitaan, dan pemenksaan
pendshuluan

Di samping o mungkin terpadi hukum pidana substantif sendin
memberikan batasan-batasan, misalnya dibutohkannya aduan terlebih dubu

schagal syarat penuntuian pada dehik aduan

Ruang lingkup vang dibatasi nr desebol sehagai area of mo
enforcement Setelah ruang lingkup penegakan hukum vang bersifat total
terschul dikurang area of mo enforce ment, muncul bentuk pencgakan
nukum pidana yang kedva, vakm full emforcement, dalam roang lingkup
mana para penegak hukum dihamapkan menegakkan hukum secara maksimal
letapi oleh Goldstein harapan ilu dianggap mer a realistic expectation, schab
adenva keterbatasan-keicrbatasan dalam bentuk wakou, persoml, alat-alai
mvestigasi, dana dan schagamya, yvang kesemuanya i mengakebatkan
heharusan dilakukannya discrefions. Dan yang fersisa adalah  aciwal
enforcemem™”

Apabila penanggulangan kejphatan dalam hal mi penegakan hukum
olch PPMNS sebagai model bekerjanya hukum, menorul Satjipo Rabardio
bekerganya hukum iu bukan hanva merupakan fungs perundang-undangan

sapa, melankon pupga sktivitas birokrast pelaksanaannya D samping i,

" Muladi danr{ﬁ;mnul frief, "Ruang Lingkop Peuegakall Hukum Fidana daiam
Konteis Poldle Kriminal®, Makatah Seminar Kriminoingl ¥ [Semarang: Fakultas Hukum
Unélp, 1986, hal. 12
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hukum juga mempunya legalitas yang ditenma umum Kesemuanya it
menyebabkan bahwa hokum mempunyai  kelebihan  dibanding  dengan
'lembaga-lembaga lan vang terdapat dalam masyarakat, seperti pendapat
umum, ckonomi. politik Kelobihannya terletak pada kemampuannya antuk
mewujudkan tujunn-lujuan yang hendak dicapai melalur organizasi dan
personel vamg tersusun bmk, termasuk di dalamnva kekuasaan untuk
memaksa

Keadaan m dapat dilihat dalam diagram Robert B Seidman ©
sehaga: berikut

RAGAAN 1: MODEL BEEERJANYVA HURUM

Fakoor-Fakoor Sonial
dan Persanal Lainnya

Lembinga pembiar

peraturan
Norms Umpaani Balik
Dmpan balik
Horma
Lewmbaga peosTApos Pemegarny
peTaturan - = peran
Akrtivitar pm-
— nerapan eankei.
I I

Faktor-Fakbar Bosial Faktor-faktor nosial
gl Fergonal lainnya dan personal lainnya

13} Dikubip dari Satjipto Rabardjo, Hukuw gan Masparakal
{ BManduig 1 Argkasa, 19807, hal, 2V

",
2 ¥ pilectip dari Satjiplo Rahardja, Hekem don Mosyarakar iﬁlndun;(ﬁ;;\ 19840), hal .
27 et
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Dari ragaan di atas tampak hal-hal schagal berikut
| Sctiap persturan hukum membernabu tentang bagmmana scorang
pemepang peran (rofe occupans) iy dikarapkan bertindak. Setiap

anggota masvarakat sehagm pemegang peran

]

Seorang pemegang peran akan bertindak sebaga suatu respons
terhadap peraturan hukum veng merupakan fungse  peratutan-
peraturan vang ditujukan kepadanya. sanks -sanksinya, aktivitas dari
fembaga-lembagn  pelaksanaannva serla  keselurnhan  komplehs
kekuatan sozial, politk dan ban-lamnya mengena dimnyva

1 Lembaga penerap peraturan (lembaga pefaksana) akan bertindak

schagar respons terhadap peraturan hokom vang ditwjukan kepada
merekd sanksi-sanksinva, keselundhan kompleks kekuatan-kekuatan

sosial, politik dan lan-lammnya vang mengenar din mercka serta

umpan balik vang datang dari para pemegang peran.

T

Para pcmbuat peraturan akan bertindak vang merupakan fungsi
peraturan vang mengatur tingkah laku mercka. sanksi-sanksmyva,
kescluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosral, polink, budava |
wdeologl dan lain-lamnya mengena: din mereka serta umpan babik .
vang datang dan pemegang peran dan lembaga pencrap peraturan |

{lembaga pelaksana),

B. PPNS sebagai Bagian dari Sistem Peradilan Pidana

Lembaga penyidikan merupakan salah satu subsistem dam sistem
peradilan mdana foriming! Justice sysiem). Subsistem-subsisiem laimnva
adalah terdin dan  lembaga penuntutan, pengadilan, dan  lembaga

pemasyarakatan. '’ ' Oleh karena itu apabila di dalam lembaga penyidikam

" Satjipto Rahardjo. Hukwum don Mosyaratot, Loc, Cit
* Dalam perkembangan sewarang mengingat perarinya yang somakin besar, lombaga
aemberi bantudan hukum dapat  pula dimasakkan sebagal salah Satu sudsistem dar
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terdzpat adanya Penvidik Poin dan Penyidik Pegawal Negen Sipil (PPNS)
maka dapat dikatakan bahwa PPNS merupakan bagian dan sistem peradilan
pidana

Schagal sumtu sistem  peradilan midana mempunyal beberapa
karaktenstk berikut

I beronentas: pada fujuan (purpasive Fehavir:

1 keseluruhan  dipandang  lehih  baik  dampada schedar
perjumlahan bagian-bagannya fwholismi;

1 mslem tersebul bennteraks dengan sistem yang febih besar, scpert:
gistem  ckonomi, sosial budaya, poliik danm  hankam  serta
masyarakal dalom arti luas sebaga super system (opennesss

4 operssionabisasi bagian-bagiannya menciplakan  sstem  nilas

terienty rransformalion),

L

antar bagian sistem harus cocok satu sama lam finter-relatedness);
f. adanya mekamisme  kontrol  dalam rangka pengendahan sceara

terpadu (control mechanism)

[alam rangka mencapal tujuan sistem peradilan pdana (janghka peodek
resosialisasi, jangka menengah penceguhan kejahatan dan jangka panjang
kesepahteraan sosial) hingkungan masyarakat mempunyai pengaruh vang
sungal besar Olch karcma wu sistem peradilan pidana pada hakikatnya
_ meruepakan swatem terbuka {open system)

La Patra menggambarkan imrerface {interaksy, nterkoneks dan

sistem peradifan pidana, Meskipun demiklan. daiam praktik, kebnradaan lembaga
pemberi bantuan hukum masib kurang “dihargal” aleh lembaga-iemoaga lain datam
sistem peradilan pidana. Hal inl karena sampal dengan sekarang masih belum
terbentul undang-undang mengerai bantuan hukum. Padahal undang-undang unbuk
ipmbaga-lambaga iatnnya telabk diadakan bahian terdapat yang mengatemi pesubahan
sasual dengan situasi dan kondisi sepert| UU Kejaksaan dan UL Kepolisian,

© ppsimpilan Diskusi Antar Dosen-Dosen Hukuem Pidana dan Kriminalogi datam Rangea
Membabas Rancangan Undang-Undang Kejaksaan Republik indonesia, (Bandung, 8-5
Jaruari #1991}, hal_ 14
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interdependensi) sistem peradilan pidana dengan lingkungannya dalam

peringkat (levels) schagan berikut

Peringhkal fleveld | society
Perngikat itevel} 2 ecomomucs, iecknology, education and politics
Peringkat ilevel} 3 subsysiem of crimimal justice system A

Terdapat kemungkinan apa vang dicita-cilakan dan ingin dicapa:
demgan  sistem  peradilan  pedana,  justru menghasilkan  schaliknva
sebagaimana tergambar dan pernyataan Huleman “The criminal juslice
esfem, then, (5 a svaem which differs from meost other social gystems

because 1| produces wmwelfare on o large scale. lis immediaie ouipnl may be

imprisamment, sSHgmatzaion, dipossession aad In manmy conmivies, even
saday death and wormre.”

Banyak contoh yang dapat dikemukakan untok dapat menjelaskan

hubungan antar penngkat mawpun antar subsistem dalam sualu peringkat
Misalnya pengaruh masyarakal {society) sangat tampak dalam persoalan
stigmatizatton yang  scnngkali  menggagalkan  keberhasilan  proses
resosializasi vang telah diloksaonaken ofch lembaga pemasyarakaran
Mengenar hal ste dikatakan Hoefnagels bahwa stigmatisasi i pada
dasarnva menghasilkan segala bentuk sanksi negatif, vang bérmurut-turut
memimbulkan stigma lagi, karena suatu kejahatan scscorang secara resmi
dipidana.  ia  kehilangan pekerjoonnyva  Selanjulnya  hal  tersebut
menempatkannya i luar lingkungan teman-temannya  dan  kemudian
stigmalisasy menyvingkirkannya dan lingkungan crang-orang vang benar
stigma menmgkatkan sanks1 negatif dan sanksi negatf terscbut memperkuat

stigma. "

-""I'..I W. Le Patre. Aeclyning the Crimnol jfustice Spstem, (Massachusefts: B.L Healh &
_ Company, Lex‘ngton Books, 1978], hal. 86,
< O Dikutlp darl Muladl, *Sinkronisasi Pelaksanaan Penega-kan Hukum calam Mewuisdan
Imtegrated Criminad hustice System”, Makalah, (Yogyakarta: UGM, 1590), bak. 4.
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Pengaruh aspek ekonomn terhadap sistem peradilan pidana banyak
sekali. Hal ini antara lan adalah tuntutan uniuk mempgkatkan kecanggihan
aparal penyidik kejahatan-kejahatan ekonomi untuk menghadapr economic
crimes vang semakin menmgkat kualitas dan kuantitasnya Dalam hal i
pengaruh terhadap aspck pengaturan (regwlatory aspect] yang mEnjamim
legistated enviromment dalam sistem peradilan mdana sangat besar Sebaga
conteh adalah scmakin menjamurnya hukum ckonomi yang ditunjang olch
sanksi pidany seperti masalah perpajakan, lingkungan hidup, hak cipta. hak
paten, dan schagaimya.

Pengaruh politik juga sangal menonjol dalam sistem peradilan pidana
Sebagai contoh adalah peristiwa atau kasus-kasus "peradilan polink® vang
dalam wakiu belakangan ini menonjol dan kemudian banyak mendapal
tanggapan dan para pakar dan kalanpan masyarakat yang melibat bahwa
pemerintah terlaly banyak melakukan “ntervensi® dalam proses peradilan
terschut

Aspek teknologi mular dirasakan penting dalam  sistem peradilan
pidana, setelah terjadinya beberapn kasus kejahatan di idang perbankan,
perpajskan, penyvelundupan, dan schagainya yang menggunakan teknolog:
canggth

Demikian pula, sspek pendidikan dirasakan sanpat penting, dengan
meningkatmya kuanbias kasus-kasus malaprakick di kalangan profesi Aban
.terkait di sin pencrapan ajaran sifat melawan hukum matenil dalam
penegakan hukum pidana ™

Karakterisiik selanjutnya dan sistem peracdhlan mdana, vaitu whalisen,
mencermankan suatu sifat dasar swalu sislem di mana hasil keseluruhan
melehi jumlah bagan-bagiannya, Bagaimana pun dinamika dan gerak

perubahan vang tenadi, semuanya berlangsung dalam suatu kesatuan Secara

¥ jkig., hal, 5
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implisit kesatuan wm menutel sub-optimalisas) dan lwjuan bagian-bagian
agar pencapman twjuan secara kescluruhan dapat dilaksanakan dengan
berhast]  Adapun karaktenstik transformas: merupakan proses perubahan
masukan fimpm menjadi keluaran fowipri) yang dilakukan olch sistem. Pads
dasarnva setiap sistem, masukan vang berupa  maten/mformasi diolab
menjadi  keluaran  bask berupa barang maupun jasa Keberhasilan suatu
sistem dalam pencapaian tujuannya banvak ditentukan oleh kemampuan
transformasi  im Selamputnya, karaktenstk  saling  ketergantungan
iimterrelated) dan bagian-bagian yang membentuk suatu kesatuan yang
:;lalcmam:ian serast merupakan aspek vang penting dan setiap sistem [h
dalam sistem dikenal konsep-konscp subsvstem dan supra sistem. vang
melukiskan pengertian  heerarkhis  dalam  konsep  sistem. Subsistem
menggambarkan  bagan-hagian  dalam  smstem dan supra sistem
menggambarkan lingkungan di mana sistem lertentu men)adi bagian dannya
Anahss sistemn dapat diarahkan kepada kawan antara berbaga subsistem
alay antar  hubungan sistem  dengan  supra  sistem, terganiung  dar
permasalahen vang dihadam

Pada akhimya karakteristik mekamsme pengendalian merupahan sfat
pengarah dan pemlal sampa seberapa jach suatu sistem bergerab sccarn
terarah dalam rangka mencapa tujuannya. Bagi suatu sistem yang bergerak

dalam lhnghungen yang dinamss. maka mekanisme i perlu dikembanghan

. sebaga alat uniuk dapat mengendalikan penlaku sistem dalam liku-liku

perubahan Imgkungan

Dalam kmtannva dengan wrman terscbul di  atas, babwa pada
hakikatnva dalam operasionalisast sistem peradilan  pidana mehbatkan
manusia, bwk schagai subvek maupun schagai objck schingga dapat
dikatakan bahwa persvaratan olama agar sistem peradilan pidana terschul

harus bersifat tastonal, sistem lersebul harus dapat memahaomi dan
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memperhitungkan dampaknva terhadap manusia dan masyarskat manusia,
baik vang berada dalam kerangka sistem maupun vang berada di toar sistem

Sebagar suata sistem, peradilan pidana mempunyar perangkat
struktur ataw subsisiem yang scharusnya bekerja secara kobheren, koordinanf
dan mtegranf agar dapat mencapa efisiensi dan efekiivitas vang maksimal
Kombinasi antara cfisiensi dan efektivitas tersehut sangat penting, schab
belum tentu cfisicns: masing-masing  subsistem.  dengan  sendirinya
menghasilkan efektivitas Fragmentasi vang bersifat mutlak pada suatu
subsistem akan mengurang fleksihilitas sistem dan pada gilirannya bahkan
akan munju.:l'rl:m sistem lersebul secara keseluruhan disfungsional.

Sehubungan dengan hal o, dikemukakan oleh Muladi satu hal vang
periu diperhatikan adalah bahwa kita tidak boleh mengharapkan terlalu besar
tentang peranan sistem peradilan prdana sebaga pengendali kejahatan schab
il hamya merupakan salgh satu sarana sma dalam polimk kmmenal {vang
bersifat penal). Sistem peradilan pidang hanva berfungs terhadap rocorded
cHes yang menjadi masukannva. Fungsinya pun kadang-kadeng tidak dapat
bersifat maksimal dieral enforcementt schabh demr menjags kescimbangan
antara ketertthan umom /public orderidan hak-hak indvvdual fmdividual
reght) maka balas-batas penegakan hukum dibatas oleh ketentuan-ketentuan
yang ketar.”

PPMS schagar aparat penvidik tindak pidana dalam lingkep brdang
tugasnya melaksanakan penyidikan di bawah koordinasi oleh penyidik Poln
merupakan bagian dan sistem peradilan pidana karena dalam melaksanakan
tugas dan fungsinva bekerjasama dan benntergks) dengan  subsisicm-
subsistem penegak hokum tmin dalam kerangka sistem peradilan midana

schagaimana divraikan di atas.

% Mulad), *$lnkranisasi Pelaksanaan Poanegakan Hukam dalam Mewyjudkan Integrated
Ceiminal husese System”, Op. Cat., hal. B
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Meskipun PPNS mempunvai tugas dan wewenang lersendifi sesudl
dengan lngkup Didang tugas dan spesiahisasinya, bukan berarti PPNS
merupakan subsistem vang berdin sendin dafam sistem peradilan pidana
Sesumr dengan keberadaannya, maka dapat dikatakan PPNS adalah bagian

subsistem kepolisian schagar salah satu subsistem peradilan prdana

C. Hubungan Kerja antara PPNS dengan Penyidik Polri dalam

Penyelenggaraan Peradilan Pidana
Laporan singkat Seminar Bersama UMNAFE] Jepang Babinkumnas
Departerncn Kehakiman R tentang “Pencegahan Kejahatan dan Pembinzan
Pelanggar Hukum® di Jakarin tanmggal 13-21 Jonwan 1984 dalam bagian
Pendabuluan hurul {d) menyatakan sebaga benkut

Penggunaon kata "sistem” dalam istilah "sistem peradifan pidana”
berarti, bahwa kita menvetujm peodekatan sistemik dalam melakubar
manajemen administrast peradilan pidana kita Ime berarti perlu
adanva keterpaduan dalam langkah dan  gerak  masing-masing
subsistem kearah tercapainya tujuan bersama Oleh karcna i, kera
sama yang ¢ral diantara unsur-unsur sistem adalab svarat mutlak
Pengertion ini tentunva Gdak boleh mempengaruhi jalannya kasus
perkara vang scdang benalan Kebebasan peopadilan harus teap
dihormati. Konsuliasi penodik dan koordinasi bersama adalah cara
vang postif untuk mencapsi keterpaduan Konsultasi den koordinas
imi jangan hanva dilakukan pada tmgkat pusat pemerinmiahan de
Jakarta, tetapt hares pula dilaksanakan & daerah-daerah sampar umil
kena terkect! dart setiap unsur sistem. Konsultasy dan koordinas: yang
dilakukan pada wakiu mi &1 nngkat pusat antara Mahkamah Agung,
Depariemen  Kehakiman, Kejaksaan  Agung. dan Kepelisian
{Mahkgjapol) bertuiuan menvusun bersama landasan-landasan hukum
gnfuk memungkinkan peiaksanaan proses peradilan pidana vang
terpadu. ™

Dan wrmian i ztas menunjukkan perlu adanya keterpaduan dalam

b Laporan Singeat Seminar Bersama UNMAFL] fepang Babirkemnas Depattemen Kekakiman
Rl ientang "Pencegakan Kejakatar dan Pasbinagan Pelanggar Hukum® fanggal 13-71
fanuari 1984 dalam Mardjona Reksodiputro, Bwengo Rempal Permasgiofon dalsm
sistem Peradifan Pigoro, Kumpuatan Foomngen Suiy felimn (lakarta: Pusat Pelaya-nan
Keaditar dan Pergsbdian Hukum, 1997), hal 47 o




Mikmah Rasidah

penvelenggaraan peradilan prdana agar tujuan sistem peradilan pidana dapat
tercapai Karena apabila  penvelenggaraan peradifan  pidana tadak
dilaksanaksn secara terpadu (imregroted; akan mengakibatkan terpadinya
perpecahan (fragmentast) di antard unsur-unsur sisiem schingga lujuan
sistem peradilan prdana tidak dapat tercapal sebagmmana mestiny a
Menurut Mardjono Reksodiputro ™ | apabila keterpaduan datam
bekera sistem tidak dilakukan, ada tiga kerugian yang dapat diperkirakzn
| kesukaran dalam menilai sendin keberhasilan stau kegagalan
masing-masing instansi, schubungan dengan  lugas mercka

miTSama.

[}

kesulitan dalam memecahkan sendin masalah-masaiah pokok
masing-masing instans: (sebagar submistem dar sistem peradilan
pldanal,

1. sctiap  instansi tidak  terlale  memperhatikan  efeknvitas
menyeluruh dart sistem peradilan pidana, karena langgung 1awab
masmg-masing instans: sering kurang jelas terbag

PPNS schagar bagan dani sistem peradilan pidana mempuny al

hubungan kera baik dengan kepolisian, penuntul wmum dan pengaditan
Ketentuan KUHAP vang mengatur hubungan kerpa sama tersebut adalah
sehaga berkul
| Hubungan kerja PPNS dengan POLRI
- 2 koordinasi dan pengawasan PPNS berada pada Polni(Pasal 7 avat 2}
b petunjuk dan bantuan Polr kepada PPMS (Pasal 107 avat |}
c. peaghentian penvidikan dibentahukan kepada Poln (Pasal 10% ayat 2
d. penyerahan berkas perkara kepada peountul umum melalus Paln

i Pasal 1141

o " Mardjnna Reksadiputrn, Krimiaclogl dan Sistem Pecaditan Pidena, Xumpulan Karangan
Buki Kedup [fakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994], hal, 141
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2 . Hubungan kerja PPNS denpan penuntut amum

a

kewapban PPNS membeniahukan telah dimulmnyas peoywdikan
kepada penuntol umam | Pasal 199 aval 1)

penghennian penyidikan dibertashukan kepadna penuntut umum (Pasal
109 avat 2},

penverahan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut wmum
iPaszal 110 avat 1},

penvidikan lambahon berdasarkan petunjuk penunlul umum dalam
hal berkas perkara dikembahikan karena kurang lengkap.

3 I:Ifu bungan kerja PPNS dengan pengadiian negen

i

PPNS mengadakan penggeledahan rumah harus dengan sural mn
ketua pengadilan neger: (Pasal 33 ).

PPNS mengadakan penvitaan harus dengan sural mmin ketua
pengadilan negen (Pasal 38);

PPMS mclakukan pemeriksaan  harus o khesws dan ketua
pengaditan negen {Pasal 47),

dalam acara pemcrksaan tindak midana nngan, PPNS  langsung
menghadapkan terdakwa, barang bukti, saksi, ahli dan atau juru
hahasa ke pengadilan negen (Pasal 15)

[Dan  keseluruhan  hubungan kema di atas, meskpun  PPNS

mempunyai hubungan kerja dengan aparat pemegek hukum lamnnva, tetap

vang paling penting dalam upava mewujudkan penvelenggarazn peradilan

pidana secara terpadu adalah hubungan kena antara PPNS dengan Poln Hal

itu karcna PPNS sehagar penvidik harus selalo betkoordmas: dan di bawah

pengawasan Poir

Kopratan koordinast merupakan suatu bentuk hobungan kerja antara

Penyidik Poln dengan PPMS dalam rangka pelaksanasn tugas dan wewenang

vany menyvangkut bidang penvidikan atas dasar sendi-zsendi  hubungan
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fungsional Akan ietapi implementasinya seyogyanya memperhatikan
haerarkhs masing-masing inslans

Wigud kegiatan koordinas: dapat berupa

1. mengatur dan menuangkannya lebih lanjut dalam keputusanfinstruks

bersama,

[ 5]

mengadakan repat-rapat berkala atan  waktu-waktu tertentu  vang

dipandang periu;

1. menunjuk secrang atau lebih liasion afficer {LOY) yang seeara fungsional
rrmnja‘l:ml:+ dan menanpam masalah penvidik PPMNS  jups  sebagal
penghubung dengan Poln,

4. menvelenggarakan lathan atau orientasi dengan penckanan dv bidang
penyvidikan ©

Adapun kegiatan pengawasan adalah proscs pengamatan pelaksanaan
seluruh  kegiatan PPMS  dalam rangka pelaksanaan penyudikan untuk
menjamin agar scluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat
dibenarkan sccara material mavpun formal dan berjalan sesuai dengan
ketentuan hukum vang berlaku

Wujud pengawasan dapat berupa:

|, pengawasan kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan oleh PPNS
seria memberikan pengarahan teknis:

21 pengarahan eknmis  dalam  rangks pembinaan  dan  pemmgkatan
kemampuan PPMNS misalnya dalam rangka pendidikan dan penataran
vang dilakukan masing-masing instans:.

1 penelinan berkas perkara hasil penyidikan vang dilakukan oleh PPNS

dan memberikan petunjuk bila terdapat kekurangan-kekurangan untuk

Y Letol {Pal] £ ¥Yeal. “Kuribubum Pendidikan PPM5S di Lingtungan Pemerintah Daerah®
5 Bahan Pefa tihan Pendidikan PPR: Pemda [lakarta: Depdagri, 19497, hal . 5
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disempurnakan

Dalam  kaitan  dengan  pemingkatan  kemampuan PPNS  dalam
penegakan hukum pelanggaran peraturan dacrah, antara PPNS dengan
penvidik Poln harus mempunya: suaty visi yang sama mengenal pencgakan
nukum 1ty sendin.

Fonsep pencgakan hukum vang dierapkan dikepehisian, dikenal
kahwa timbulnva ganggean keamanan maupun ketertiban masyarakat,
sebelum menjadi bentnk sncaman faktual{AF) | sclalu didabulur dengan
beberapa faktor korelatif kriminogen (FEE) ferlebih dahulo dan police
Jm.za;rd (PH) vastu keadaan atau situasi yang timbul dan dipengarubs oleh
hasta gatra, rpoleksosbudhankam. demografi. dan peografisnva. Untuk
menangguiang) tmbulnya kepahatan harus dican dan menghilangkan scbab -
musabab tmbulnya permasalaban tersebul, dengan kata lan harus dican
dan dihilangkan akar-akar penvebab timbulnya kejahatan.

Dalam  perspekuf knminologs, pengkajian mengena  kejahatan
mengatami perkembangan pesat yang memunculkan berbagai teon tentang
fakior-faktor penychab kepashatan Sceara tradisional teori-teori tersebul
dibedakan pada (1) weon-leon yang mencari sehab kejahatan dari aspek fisik
ibiologs knminal). {2) teon-tcon vang mencan schab kejpahatan dan fakor
psikologis dan psikiainis {psikelog: krimmnal), (3) teori-teori vang mencari
sebab kejzhatan dan faktor sosio-kultural (sosiolog krimanal)

Masing-masing teon lersebul mempunvar kelemahon dan kelebihan
tersendin, karena perscalan kejahatan tidak mungken dapat ditinfau dan satu
aspek sapa. schingpa senngkal digunakan penggabungan dari beberapa teon
vang ads. Demikian pula di kalangan Poln. dalam konsep Poln, proses
terjadinga kejahatan adalah "Terpadunya mat (N} dan kesempatan (K akan

" 1hid., nal. &
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menghasilkan keyahatan atau crime (C)°, divraskan dalam ragaan * berikut

RAGAAN 4 : SKEMA PROSES TERJADINYA KEJAHATAN

s plvil b

Krsudumn
lortebels Fulibor Exlitns Siattsablis
Trmn pa-rasie s
harmkier [nderm

Proses. pembuduysin - Falitor (nnmika

hebendak
Pavkao Analiss s it

Linglowmran:
Fisika' Alam

¥ Eksiern
Limphomgum S eprihadinn
hiidinigul: K

Topesbedasos bad Terjnd
Hanknm Criene!
boeiahstan

Tersedinmyn kor bam
Trredinnnya absi _J_
Tarerbiny e wakrn

KESEMPATAN

Sehugad akdbat dary
Sikap acul tak wenl
kuranrmys nene o asan

Smmber ¢ Pokja Mabes Polsrk, | %856: 13

Berdasarkan ragaan di atas terlihat bahwa terdapat banyak faktor dan
modus operandi dalam terjadinya kejahatan termasuk pelanggaran Peraturan
Daerah Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknology serta
perubahan masvarakar, terjade pula perubahan pada faktor-faktor penyebab
dan modus operandi kejahatan tersebut Apabila pada masa lalu kejahatan
dilakukan sccara konvensional, maka dewasa ini telah timbul kejahatan
berdimenss baru

Dalam menanggulang  dan  mengidentifikasikan. faktor-faktor

" Pokja Mabes Poiri, "Ppranan Statistii Eriminal dalam Penegatan Humum Pdanra”,
Makalah Seminar Kriminologl V (Semarang: Fakuftas Hukum Undip, 1986) Ral 13
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stimulan imbulnya gangguan kamibmas schagaimana kejahatan vang terjadi
pada umumnaya, pada schiap lapisan masyarakal dapat ditemukan adanyva
sumber ancaman baik vang terencana atau residual, fakior sosio struktural
dapar menjodi fakior stimufan sumber ancaman menjadi faktor “faktor-faklor
korelanf knminogen®, faktor-faktor korelatif knminogen menjadi police
Roazard seboga okibal dan adanya fakior interaks zosial dan fakior reaks
sosial dan selanjutnva police hazard berkembang ancaman faktual otaw
ancaman nyota dapat terjads karena adsmva fakior pencetus. Hal mm dapat
dilihat pada ragaan “'di bawah ini

HAGHKAN V: BANGIBAN ANALISIS GANGGUAN HKAMTIEMAS
Sumber Ancaman
(terencana atag
regiduall
—  Fakior SoBilo 3truktural
Faktdi Korelatif
kriminogen

Faktor Interakei Sosial
—_—  Pakrtor Reaksl Sosial
Police Hazard

—— % Faktor Pencetus

hucaugn Faktual

9] Bamusrugman  (Dir. Bionmag  Polri), *Idantitikaszi
Fakror-Faktor Stimulan Timbulnya Gangguan Kamiibmar
dan Upaya Penanggulangannya®, Makalah Seminar (Sura
baya: Polda Jatim, 1990} hal. 27

Darr ragaan lersebul proses-proses peovebab kejshatan  secars

o Banusristenan  [BNr. Binmas Palri], “identifllkast Faktos-Fakior Stimalan Timbulsys
Gangguan Kamtikmas dan Upaya Penarggulangannya®, Makzlah Semimar (Surabaya
Palda latim, 1990) kal. 27,
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analitis terdapat empat fakior, vaitu faktor-faktor sosmokultural fakior-

faktor intcraks: somal, faktor-fakior pencetus. dan faktor-faktor reaks:

sosial, vang duraikan benkut inn

Ed

S

fakior-faktor sosio-kultural adalah fakior-fakior dasar (basic factors) &
dalam kehidupan masvarakat, batk yeng menyangkut aspck budaya
maupun aspek struktural yang merupakan zkar gangguan kamiibmas
Faktor-faktor dasar i antara lain berupa perubahan-perubahan sosial
vang berlangsung cepat, mis-nilal subkebudavann, ketersediaan vang
herbeda dalam kesempatan-kesempatan yang sah untuk merath sukses
dalam masyarakat, urbanisasi, dan lain-lain

Fakior-fakior interaksi somal berkaitan pada satu sisi dengan pola
interaksi di dalam lingkungan sosial terentu (keluarga, sekolah,
lingkungan kerja, hingkungan ketetanggaan. lingkungan pergaulan)
vang berpengarub terhadap proscs belajar kejahatan, dan pada sisi Imn
herkaitan deogan lemahnya pengendalian sosial (soctal controll
Faktor-faktor pencetus dapat menyanghul aspek-aspek situasional
{seperti tekanan langsung dan situasi vang dihadaps, pola kepribadian)
atau  varabel di luar indevidu yang *merangsang”  dilakukannya
kejahatan (seperti provokas: korban alau penggunaan minuman keras)
Fakior-faktor reaksi sosial terwujud sebaga pelbagat bentuk TEaks
sostal “informal® dari masyarakal seperls toleranst terhadap penlaku
menyimpang, main hakim sendini”, kesadaran  hukum masyarakat,

sampai ke sikap dan perilaku masyarakal vang berkatan dengan gejala

fear of crime, juga reaksi sosial formal yang terdiri atas sikap, tindakan

dan kebijaksinaan unsur-unsur Sistem peradilan pidana yang dupat
menimbulkan “stigmatisasi® sehingga memberikan kontrthus:  bag
pembentukan  karier  kejahatan (misalnya  ketidak-  berhasilan

mewwjudkan  remtograst  sosial terpidana  schagai  konsep dasar




pembinaan narapidana)

Upaya penanggulangan dalam mengehminas: fakior stmuolan tersebut

dilakukan melalui peran Poln sebagai berikul.

0. Scbagai alat ncgara pencgak hukum, yvang mabir, terampil dan
berwibawa demgan mengutamakan usaha-usaha pencepahan dan
penangkalan

b, Schagal pelindung, pengavom dan pembimbing masyarakat

Scbagm  alal pengatur  ketentuan masvarakal dan  ancaman

o]

EXnEguAn
d Poin membenkan bantuan kepsds masyvarakat terhadap schap
masalab vang dibadaps sehinpea imisalif yang berlebthan dan
masyarakat dapat dihindan
¢. Poln harus mampy merckavasa kehdupan mesyarakat sehingga
segala sesuatunya berjalan scsuai dengan aturan vang telah ada ™
Dengan demukian poran Polo dalam wpava  peoanggulangan
gangguan kamtibmas serta mengeliminas: faktor-faktor stimulan terschui
mencakup dalam art: vang luss, vmitu sejak darm opaya represif, presentif
sampal dengan tugas pre-cmiif dalam arti ikut serta dalam menata kebidupan
masy arakal vang berkailan dengan masalab pembinaan kamiibmag
Upava penanggulangan knminalias pada dazarova Ddak dapat
dilepaskan dan strateqn Binkamtibmas Poln yang pada gans besamya
menguiamakan funpsi bimbipgan masvarakat sebapai senjata terdepan
Tugas fungst binmas ma antara lain membimbing dan membina masyarakat
agar ferwwjudnya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum unluk mencapat
lertib hukum. Apabila fungsi binmas ni telah berjalan dan ternyata masih

terdapal pojala-geala teradinva knminalitas., diterjunkan kemudian fungs

¥\ hid,, mal 28
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samapla, yang bertugas menjaga. mengamatl agar tidak terjade kniminalitas.
Berperannva fungs: Samapia me tclah menunjukkan bahwa faktor korelatif
knminogen (FKK) vang ada teleh berubah menjadi police hazard (PH)

Apabila ternyata dengan berperannya kedua fungss terscbut, masih iemyata |

terjadi knminalitas, maka fungsi reserse  akan  beroperas:  dalam
melaksanakan penyelidikan dan penyvidikan terhadap findak pidana yamg
terjadi. hingga kasus terscbut tuntas sampai di penpgadilan,

Berdasarkan  wraman  lersebul i atas.  maka  kebijakan
pcnanggu}attgan kepahatan  dalam  kaitannya  dengan  kecenderungan

Lepahatan apabila diragakan adalah sebagai berkut ©
RAGAAN £: KEBIJAKAN PENANGGULANGAN FEJAHATIN

| i
R

| | PEMGRRUM | S

| | INSTRIMENTAL | REPRESLF |

| e 1 | === b |
TECR] . .- , UPAYA
DASAR KEJRHATAN =-»| TREMD | ]PREVENTIF POLRL
KEJAHATAR DI INDCOWESIA L ! |

I A —

| : ' , | PREEMTIF |

! | PENGARUH | L

: | EMVIRONMENTAL | S

| \ | | Kuusus |

| T o S |

L |

Pola penanggulangan kejahatan vang dilaksanakan  Poln dapat

J’ll o Enenartn, “Trend Eejahstan ODan Kebijakan Perignggulan-+=  ganya®™, Bahkan Ceramah
Patta Sesmirar H'I'frl'l|l'lﬂll!l,g-' W |5 TRAfArg: Fakuileas Hukim Bedip, 1991 I', hal 4

5H
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digambarkan dalam ragaan® benkut ini.

RAGAAN 7: POLA PENANGGULANGAN KEJAHATAN

I [
| oPa¥A POLRI |
L ]

I B | 1 I 1 .
MELALUI—>» |REFRESIF | |PEVENTIF | |PRE EMTIF | | ¥UsSus |

ETO0A L i 1 ] L J i I
" + 1 I L L
UERGAN — | pm.wxm| | | | ¥Fx | |Azewal |
DEYRE k 4k 4 L . J |Intensicas|
| £ ingga i
|Resah masy|

] [
POLR —:JFmI |PEHF.‘EEH-I.|I|H| ]PEHAHGHLMI[ | KAMTIEMAS /|

I L

OPERASI | /PENINDAMAM] | 5 | PENGOSCAEAR

| ThEND |

| CRiME |

ey
P e S 1 T T
|Meningkarkan| |Menurunikan| |Hemqh_ilang ] | Msredam |
| L | | crfecr | | Mazard | Imengemtia-|
= i1 I L I [1ikan Kool
| disi kM|
e—

Dan kedua ragaan dv oatas, dapat diyelaskan upava Poln dalam
penangguiangan kejahaton. Berdasarkan teori-teon knmmologr, kejahatan
iw tidak terlepas dam pengarub lingkungan dan nstrumen vang meliput
rckavass masvarakal dalam mengantisipasi kcjahatan Timjauan tcrhadap
faktor fersebut penting  untuk  mengetabwi  pengarubnya  terhadap
perkembangan gelagat kepahatan, ada tidakava peningkaten baik kuantas

maupun kuahtasnva dilihat dari pelaku, korban, wakiu, tempat dan modus

* Ibid, hat, 21,
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operandinva. Sctclah mengetahw fakior korclauf knminogen, Poln dapal

melakukan penangguiangan dengan cara mengadakan keglatanfoperass rulin

dan maupun operasi khusus. Operasi rutin dapal dibedakan menjadi Hga

sebagal benkuot

&0

]

[ ]

Upaya represif meliputs rangkaian kegiatan pemindakan yang
ditujukan ke arah pengungkapan terhadap semua kasus keyohatan
vuang telah terjadi, vang disebul sebagai ancaman faklual Hentuk
kegiatannnys antara fan penyehidikan, penvidikan, seria upava
paksa lainnya vang disahkan menurul undang-undang

Upava preventif mehputn rangkaran  kegiatan  vang ditujukan
untuk mencegah sccara langsung lerjadinva kasos  kejahatan,
mencakup kegiatan pengaturan, penjagaan, patral dan pengawaian
di lokasi vang diperkirakan mengandung police hazard, lermasuk
jugs kegiatan pembinaan  masyarakat, yang ditwjukan  untuk
memotivasi segenap lapisan masvarakat agar dapat berpastisipas
aktif dalam upava pencegahan, menangkal dan memerang kejabat-
an

Upava pre-emtif berupa rangkman kegiatan vang ditupuban untuk
menangkal atau menghilangkan fakior-fakior knminogen pada ta hap
sedim mungkin Termasuk upaya untuk mangelimimir fakor-faktor
kniminogen vang ods dalam masvarakat yang benluk kegratannya
sungal bervariasi, mulm dan analisis terhadap kondist wilayah
berikul potensi kerawanan vang terkandung & dalamnya sampal
dengan upava koordinasi dengan  scliap pihak dalam rangka
mengantisipass kemungkman timbulnya kejzhatan Sementara itu,
operas khusus akan ditcrapkan bifa gelagat perkembangan siluasi
menunjukkan kecenderungan pemngkalan sampat melampaw batas

toleransi kerawanan, Operasi khesus kepolissan/kamithmas i jugs
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diterapkan pada saal menghadapi masa rawan yang berdasarkan

pengalaman dan pencatatan data tahun-tahun yang silam telah dapat

diprediksi dan dijadwalkan dalam kalender kerawanan kamtibmas. ™

Dalam upaya pclaksanaan lugas-lugas terscbut uatuk menunjang

keberhasilan tugasnyva tidak dapatl terlepas dan peran serta masyarakal, hal

terschul sejalan dengan hasil-hasil Kongres PBB ke-6 Tahun 1980 di Caracas

mengenar The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders,

khususnyva vang berkaman dengan tugas pohisi, dikotakan dalam Kongres

schaga berikut

i,

Pertama-tama dilcgashan oleh Kongres, bahwa  dubungan
masvarakat sanpat diperlukan uniuk keberhasilan togas-fugas
polisi, kefidak pahaman masyarakst akan tjuan dan fungsi
polisi disebabkan oleh adanya pengaruh atau hubungan negatif
antara polis dengan masyarakat.

Sthubungan dengan hal oo perle dikembangkan  program-
program diatog vang lebih luas antara polisi dengan anggota
masvarakat, mmr moly penvebarluasan polisi kewngah-tengah
masyarakal sampa pada usaha-usaha pendidikan masvarakat
dengan penekanan pada miss, bahwa “polisi merupakan bagan
tak terpisahkan dam masvarakat dan bahwa sebagpan besar
wahlu polis digunakan untuk lugas-lugas vig beroneniasi
pada pelavanan danpada tugas-tugas penegakan hukum®. Perlu
dikembangksn panel bersama anmtara polist dengan berbaga
lapisan  masvarakal mengenan usaha-usaha  pencegahan
kejzhatan, di samping adanya sualu badanfiembaga bersama
vang mendiskusikan  masalsh-masaflah  vang  berhubungan

dengan  kepentingan  bersama  antara  polisi dengan warga

" 1nig., hat, 24

o]
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(2]

masyarakat

Usaha-usaha khusus hendaknva juga difakukan untuk membuat
pcka masyarakat akan keberadsan organ-organ pencgak hukum
dan scjauh mungkm dilakukan usaha untuk mengurangs aiau
merngankan prosedur penegak hukum bagr warga masyarakat
dengan melakukan kumpungsn kerumsh-rumah atau  tempat-
tempat bekena danpada memanggil atau meminta mercka unluk
datang melapor ke kamtor poliss

Dalam membina hubungan baik antara polisi dan masyarakal,
K.-:.n'grﬂs juga menckankan pentingnys bubungan kerasama,
antars polisi dengan media komumkasi, namun Kongres juga
menyoroll  kelemahan  media komumikasi  vang  dalam
pemberitaannya lebih menckankan pada aspek represit, aspek-
aspck yomg dramatis, dan aspek kekerasan dan fungsi polisi,
daripadn  menckankan (ugas-tugas yang boromentas:  pada
pelayanan (the service orfemted duties) vang dilakukan oleh
polisi, Detegaskan olch Kongres, babwa pendekatan represif
semata-maia akan mengasingkan atau menjashkan masyarakat
dan menvebabkan sipelanggar hukum melawan usaha-wsaha
persuasif dan perubahan,

Mengmgal sangal seatral kedudukan dan peranan masyarakal,
Kongres juga menckankan bahwa "The overall orgamzation of
socrety  should be comsidered as anll criminogenic”  dan
mencgaskan bahwa “Commumiy relafion were the basiz for
crime prevemtion programmers”. (leh karena | stu dipandang
perlu untuk membina dan momingkatkan aktivitas "ckstra legal
sistern” atau “informal sistem® yvang ada di masyarakat dalam

usaha-usaha penegakan hukum dan pencegahan  kejahatan.
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amara lam dengan orgamisasi (lembaga/yayasan) sosial dan
hcagamaan  lembaga-lembaga  pendidikan  dan  orgamisasi-
orgamisasi  diperlukan  usaha-usaha  uniuk mendorong  dan
menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat akan
tujuan penegakan hukum dan pencegahan kejahatan

[ samping 1ty Kongres juga memandang perlu wntuk menchill.
memaksimumkan dan mengefekuifkan bentuk -bentuk tradisional
vang dapat dipergunakan sebagas sarana penccgahan keyanatan.
Ditegaskan oleh Kongres, bahwa Orime  FPrevention and
Crimineel Jusiice jangan dipandang sebaga sualu masalah yang
tenisalir fisolated problems) yang ditangan dengan cara-cars
dan metode penanggulangan yang simplists dan pragmenter.
tetapi hendaknya dilihat scbagar serangkaian kegiatan vang
kompleks dan sangat luas

Sclain masyarakal harus dipandang anli cOMINOGCTIE, KOAEICS
juga mengakul bahwa kecepatan perubahan masyarakat saat mt
dapat menjadi faktor knimmagen, artinya fimbul dan berubahny
bentik-bentuk. kriminalitas baru scong terjads kargna cepatnya
perubaban-perubaban sosial, dan imiah yang dehadap: polis saat
ini. Sehubungan deagan hal ini dalam kongres dinyatakan bahwa
pada umumnoya pohsi menangam masaiah tu sehagniman
teadi (aps adanya) dan pada saat terjadi, jadi merupakan
indakan sesaat Menurut kongres, adalab lebih baik apabila
dilakukan penilaian vang lebih luas terhadap problem semacam
ity dan usaha-usaha yang diambil untuk menangani masaiah stu
hendaknya dalam skala dan ruang lingkup yang lebib fuas. Jads
srategt vang diambil ataw direncanakan, tid ak uniuk situasi

sesaat olou jangka waktu dekat tetap untuk program pemecanan

£l
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jangka pamang, ™

Dengan pemahaman terhadap konsep, pola kena dan faktor-fakior
penghambat pendukung pelaksanaan tugas Polri, maka PPNS diharapkan
mempunyal kemampuan teknis dan fungsional yang secara dengan Penyadik
Polri sehingga peloksanaan tugas dan wewenang PPNS dalam mclakukan
penvidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daocrab sebagai salah satu
perbuatan vang dapat memimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban

masyarakal dapat berjalan sebagaimana mestiny 3

+

* Barda Nawawl Arief, "Polisi Sebagal Ponegak Hukem®, dalam Sunarto dar Thomas Anyan
Ird.|, Pepingkoton Wibowa Penegokon Hukum, [Bandar Lampung: Sagitarius, 1987]
nal. 108,

a4




BAB IV
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI
PENYELENGGARAAN PERADILAN PIDANA
TERHADAP
PELANGGARAN PERATURAN DAERAH.

Untuk mengetabur manfaat PPNS dalam pencgakan peraturan daerah
di lingkungan pemcnntah dacrah dapat dihihat dan adanva efcktivitas dan
cfisicnsi penvelengparaan peradilan pidana erhadap pelangpsran peraturan
dacrah )

Penclinan mengenai penvelenggaraen peradilan pidana yang cfcktif
dan cfisien vang dilaksanakan PPNS dalam penegakan peraturan daerab
mehiputs

| pelokzanaan operasi penepgakon peraluran doerzh oleh PPME i

iingkungan pemerintah dacrah;

2, pelaksanaan pcmbinaan terhadap PPNS,
i faktor penghambat dan pendukung pencgakan peraturan daerah

olch PPNS di hingkungan pemenntah dacrah

Oleh karena itu, uniuk dapal memahams bagaimana pemanfaatan
PPME  datam pencgakan poraturan  daersh di Lingkungan Pemerintah
[taerah Propinsi Tingkat | Lampung, Oacrah lsimewa Yogvakarta, dan
o davwa Tengah dikermuokakan temuan di bawah im vang sccaras keseluruhan
menjabarikan dan membahas pelaksanaan dan hambatan kegiatan di atas
dikaitkan dJdengan peraturzn  perundeng-undangun  {substansi), aparat

pencgak hukum {struktur), zerta sarana dan prozaranany a

A. Pelaksanaan Operasi Penegakan Peraturan Daerah
Meskipun landasan hokum keberadaan PPNS telah diator dalam

a4
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KUHAP, UU Kepohisian, dan LU Pemernintah - Daergh, tetapi pengaturan
lebih lanjut mengenai pelaksanaan operast penegakan Perda pada beberapa
dacrah belum ada, termasuk pada Dati | Lampung dan Dati | Jawa Tengah,
schingga kedua dacrah tersebut tidak memiliks pedoman pelaksanaan operas)
penegakan peraturan  daerah  schagmmana vang terdapat pada DL
Yopyakaria

Menurut responden Kepala Biro Hukum Pemda Tingkat | Lampuong,
pelaksangan operasi penegakan peraturan dacrah mehpub perencanaan,
pelaksanaan operass, tindak lanjut hasil operasi. evaluasi dan laporan. Tetapt
mengingal  pengkoordinasian/kelembagaan  PPNS di Pemda Tingkat |
Lampung belum terlaksana, peran PPNS dalam upaya penegakan peraturan
daerah terkesan dilaksanakan tanpa pembinaan dan pengawasan, batk scoara
OTZANISAS] MATPUn operasional.

Begitu pula pelaksanaan operasi pencgakan peraturan daerah pada
dinasfinstansi dilaksanakan tanpa icrorganisast dengan  bak, scperti
dikemukakan responden dart DHnas Pertambangan dan LLAJ Pemda Tingkat
| Lampung. Hal 1o didukung pula olch pemyataan responden dari
masvarakat (5 orang pedagang pelanggar peraturan dagrah mengenai tempid
berdagang dan  kebersshan yamg perkaranya sedang  dalam  proses
penyidikan).

Menurut mercha proses mereka dikenakan tuduhan sebhagar pelanggar
peraturan daerab dilakukan sccara tiba-tiba, tanpa adanva pemberitahuan
atau peringatan terlchih dulu. Padahal. menurut mereka yang dikenakan
tuduban melanggar kebersihan selama 1m mercka cukup rajin membersinkan
lingkungan tokonya. Akan tetapi ketika pada wakiu diadakan operasi.
kehetulan toko-toko mercka sedang kotor karena banyak pembeli dan belum
sempat membersihkannya, scdangkan mereka yvang dikenmakan melanggar

larangan tcmpat herdagang karcna selama ini daerah itu merupakan tempat
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mereka berdagang bersama-sama dengan para pedagang lain. Namun ketika
diadakan operass, mereka saja yang ndak  sempal  membereskan
dagangannya, sedangkan vang lamn telah melankan din
Demiksan pula halnya pada pelaksanaan operas: pencgakan peraturan
dacrab di fimgkungan Pemda Tingkat | Jawa Tengah, belum terkoordinas:
dengan baik karema tdak adanya kelembagaan dan pembimaan PPMNS
Koordinas: PPMNS secara admimistratif dan operasional menurnt responden
kopala Bagran Tata Pemenntahan Pemda Tingkst [ lawa Tengah, pada
PFNS‘ Dunas Tingkat | dikoordinastkan olch Kabag Tata Usaha Dinas
Tingkat | dan PPNS Tingkat Il oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan!
Kepala Bagian Ketertiban Setwilda Tingkat 11
Pedoman Teknis Pelaksanaan Operas: Pencegakan Hukum pleh PPNS
di hinghkungan Pemda D Yogvakana, schagaimana dikemukakan responden
Kepala Biro Hukum Pemda Propinsi DIY mengatur mengenai tahap-tahap
dalam kegiatan pelaksanaan operas scbhagas berikut.
1, Tahap Pengawasun Umum
Pengertian dart pengawasan umum adalzh kegiatan pengawasan dan atau
pengamatannya vang dilakukan oleh anggota satuan polisi pamong praja
terhadap ditaatinya svatu peraturan daerah Kewenangan pengawasan
umum beclakunya peraturan dacrah oleh anggota satuan pelisi pamong
praja didasarkan pula pada = [nstruksi Mentert Dalam MNegeri Mo 33
Tahun 1990 1entang Pembinaan dan Penataan Satuan Polisi Pamong
Praja dengan periimbangan bahwa kewenangan penyidikan vang dimibiki
oleh anggota satuan polis pamong praja schagm hlp magisiraar 1elzh
berakhir sejak  tanggal | Agustus 1985 dengan diberlakokannya
ELUHAPF Olch karena ilu untuk mengoptimalkan keberadaan anggona
satuan polist pamong praja diberikan kewenangan untuk melakukan

pengawasan umum terhadap berfakunya peraturan daerah, dengan suatu

o7
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GR

penegasan bahwa anggota satuan polisi pamong praja yang bersangkotan
udak lagi diperkenankan melakukan penyidikan, namun hanva diber:
kewenangan  untuk menyampaikan  laporan keachan  lerhadap
pelanggaran  peralusan dacrah di wilayahnya bak Peraturan  dacrah
Tingkat | maupun Tinghat II kepada PPNS dan dinasiinstansi yang
bersangkutan. Untuk selanputmya PPNS-lah vang akan melaksanakan
penyidikan.

Tahap Perencanaan Umum

Pelaksamaan kegiatan operasional PPNS akan berjalan dengan efekuf
dan efisien apabila didahului dengan perencanaan umum yang batk dan
serkoordinasi dengan memperhatikan tinjauan pclaksanaan operasi tahun
yang lalu, perkaraan lenlang ohjek peraturan daerah, perkiraan peranghkal
operasional  serta faktor-fakior lan yang ada Perencanaan ini  harus
dilakukan oleh PPNS dan dinas/imstans: yang bersanghkutan

Tahap Pelaksanaan Oporas)

Tahap 1m merupakan kegiatan vang sangat meneniukan  schingid
persiapan-persiapan yang harus dilaksangkan dalam sctap kegiam
operasi maupun pelaksanaan operasi penegakan peraturan daerah iu
gendirt  harug  benar-benar dilaksanakan sesuar dengon  ketcniuan
peraturan perandang-undangan yang berlaku dan penub rasa funggung
jowab.  Koordinas: dalam lahap i1 memegang peranan penling agar
dapat terhindar dan kesalahan yang tidak dimginkan

Evaluasi dan Laporan

Tahap mi merupzkan tahap akhr dari sctiap kegiatan PPNS  dan
munjadi  kewajiban PPNS  untuk selalu melakukan evaluas: atas
kegiatan vang dilakukannyd scria senantiasa menyampatkan laporan
hasil kegiatannya kepada kepala nslans) masing-masing serta Korwas

PPN kepolisian  sctempat  dan Tim Pembina PPNS yang ada o
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dacrahmy a masing-masing.

Selanjutnya menurut responden Kepala Biro Hukum Pemda DI
Yogvakarta, pelaksanaan operasi pencgakan peraturan daerah pleh PPNS
menjadi tugas dan tanggung jawab PPNS dan dinas yang bersangkutan, dan
setiap perencanaan dan pelaksansannya sclalu dikeordinasi oleh tim pembina
PEMS dalam rangka pembinaan. pengawasan dan pengendalian, sedangkan
secara teknis operasional di bawah korwas PPNS (penvidik Paln) .

Pelaksanaan operasi peraturan daerah oleh PPNS rata-rata dilakukan

2 (dua) kali sebulan untuk PPNS tingkat | dan | (satu) kali sebulan untuk
PPNS ringkat il untuk senap perateran dacrah Adapun benluk pelak-
sanaannya untuk beberapa peraturan daerah yang ada baik di tmgkat |
maupun Lagkat 11 ielah dilakekan upaya penindakan/represifivustisi] dan
untuk beberapa peraturan dacrah lainnva mash bersifat pembinaan/
nonyustial, Bentuk pelaksanaan pembinaan dilakukan di dinasfinstans:
masing-masing, dan bila sampai dengan pemanggilan kedua bdak dipenubs
maka pelaksanaan pemanggilannya  dapat  dilakukan  dengan  Dartuan
penyidik Polri sclempat

PPMNS dari dinas tingkat | vang telah melakukan operasi pencgakan
peraturan daerah batk vang bersifal pembinaan/nonyustisil maupun yang
bersifat pemindakan/yustisil adalah-

1. Dninas Pariwisala
[Chinas LLAJR

P

Lpd

[inas Pendapatan Dacrak
[hnas Peternakan

Dinas Perikanan

Dinas Tenaga Kena

Biro Bina Sarekda

R T R T

Dinas Pekerjaan Umum



__Hikmah Rosidah

9. [nnas Kesehatan
(i, Dhinas Pertambangan
PPHS Dinas Perkebunan dan Kechutanan belum dioperasionalkan
karena sedang menunggy proscs dikeluarkannya peraturan dacrah vamg
mengatur bidang tersebut.
PPMS dari dinas/mstansi ingkat Il vang telah melaksanakan operast
antara tam adalah
| [hnas Pendapatan Daerah

Dhnas Pejermakan

Peid
v

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Talz kom

L e

Hagian Perekonomean
fi. Bagian Pemenintahan
PPNS dan unsur polisi pamong praja, khusus mengenai
peraturan dacrah  vang  mengatur  KTP  dan  penomoran
rumah/kartu keluarga

D samping itu, dalam rangka pelaksanaan penegakan peraturan daerah
oleh PPNS dengan sistem peradilan di tempat (operasi yususi) telah
dilaksanmakan dengan menggunokan “mobil sidang keliling® yang telah
dilengkapi dengan sarana dan prassrana vang menunjang pelaksanaan

peradilan

B. Pelaksanaan Pembinaan terhadap PPNS
Dalam Undang-Undang Mo, 3 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Pemenntahan di Daerah discbutkan bahwa Pemenintah Daerah Tingkat | dan
Pemerintah Daerah Tingkat 1l berwenang membuar produk hukum vang
erdirt dari peraturan dacrah dan Kepulusan Kepala Dacrah Di dalam

Perataran daerah tersebut dimungkinkan oleh Undang-Undang No. 3 Tahun

Th
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1974 gpnotuk mencantumkan zanksi pidana deogan  ancaman  hukuman
kurungan setnggi-ungginva & (cnam) bulan dan atau denda schamyak-
banvaknya Rp31000.00 {Irms puleh nbu rupiah).

Sanksi in1 dimaksudkan untuk mendukung pencgakan hukumnya dan
guna lebih menjamin dipatuhmya kewapban dan larangan yang diterapkan
dafam peraturan daerah, dch karena fu, aparst pencgak hukum sepert
PPNS berkewajiban untuk mengamankannva schingga pelanggaran atas
ketentuan perpturgn  daerah  ersebul  dapat  dibindarkan,  dan  tupuan
perterintah daerah membual peraturan daerah dapat dilaksanakan dengan
sehask-baknva  Sehubungan dengan itu agar pelaksamaan penvidikan
terhadap pelanggaran peraturan daerah oleh PPNS dapat dilaksanakan sesum
dengan peraturan perundang-undangan vang beriaku serta agar twjuan
pelaksanaan operasi pencgakan peraturan daerah oleh PPNS dapat tercapa
secara optimal dan terhindar dan nsiko vang ndak dinginkan perlu
dirumuskan mengenai pedoman pelaksanan pembinaan dan pedoman tekniz
pelaksanaan operasi pencgakan peraturan daerah oleh PPNS di lingkungan
pemerinigh daerah,

Menurut responden dan Kepala Biro Hukum Pemerintah Daeruh
Tingkat | Lampung, ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Pembinaan
dan Pedoman Tekms Pelaksanaan Operasi Penegakan Peraturon Daerah di
Limghungan Pemenntah Dacrah Tingkat | Lampung sampa dengan sekarang
belum ada. Peraturan mengenar PPNS di Propimsi Lampung vang ada adalzh
Peraturan Dacrah No. 11 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negen Sipil
dalaom Lingkungan Propinsi Dacrah Tingkat | Lampung, Dalam Perda
tersebul hanya diatur mengenan kedudukan, tugas, wewenang dan kewajiban;
persvaralan penvidik; pembinaan: dan pembiavaan

(Meh karema 1lu, sampa saal sekarang pola pembinzan daon

pelaksanaan operasi pencgakan hukum peraturan dacrah dilakukan oleh Biro
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Hukum Sctwilda Tingkat | Lampung, hal mi mengmgat Biro Hukum
derdasarkan Peraturan Daerah Organisas: dan Tata Kerja Setwilda Tingkat |
Lampung mempunyai lugas dan tdak dapat dipisahkan dengan penerbitan
produk -produk hukum yang pencgakanny a dilaksanakan olch PPNS.

Tidak adanyn pedoman pembinaan dan pedoman tekmis Pelaksanaan
operast pencgakan peraturan daerah di liogkungan Pemda Tingkar |
Lampung mengakibatkan pelaksanaan pencgakan peraturan daserah belum
berialan schagaimana mestinya, baik dari sem aparat Yang menanguninya
Maupun penerapan sanksinya

El.-i::numt responden  masyarakat  (schanvak 5 orang vang
kescluruhannya adalah pedagang) vang melakukan pelanggaran peraturan
dacrah (3 orang melanggar larangan tempat berdagang dan 2 orang
metanggar kebersihan) yang sedang dalam proses penyclesman hokum atas
perbustan pelanggaran yang dilakukannya, vang menangani penyclesaian
pelanggaran bukum menurut para responden difaksanakan ofch anggota
satuan polisi pamong praja. )

Sedangkan penerapan hukum vang dikenakan kepada mereka hanva
berupz tindakan pembinaan (nonyustisil) dimana perkaranva tidak diproses
melalu prosedur penvelenggaraan peradifan pidana. Pencrapan hukum vang
demikian it disebabkan karena anggots satuan polisi pamong praja
bukaniah PPNS, schingga mercka tdak berwenang melakukan penyidikan
dan pemrosesan lebih lanjut sesvai dengan prosedur peraditan pidana Begitu
pula penjelasan dani responden PPMS di Dings Pertambangan Tingkat |
Lampung yang menyatakan bahwa pada saat sckarang di dinasnva hanva ads
I (satu) orang PPNS yang harus menangam beberapa peraturan daerah yang
berkattan dengan pertambangan se Propinsi Lampung  Akibatnva, banvak
pelanggaran peraturan daerah yang kurang dapat ditanggulang: karena

keterbatasan persoml dan luasnya wilavah vang harus diawasi. Selain it
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karena kurang adanya kejelasan mengenai kelembagaan PPNS bak di
Sekretariat Pemda Tingkat | Lampung maupun pada dinas, mengakibatkan
pembinaan, pelaksanaan operasi, pengadaan sarana dap prasarana seria
pembigyaan kurang mendukung keglatan pencgakan peraturan dacrah o
Dinas Pertambangan Pemda Tingkat | Lampung.

Dar penjclasan responden PPNS pada di Dwnas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (LLAJ) Tingkat | Lampung, saat mi di dinasnva terdapat |1
arang PPNS yang melakukan mugas pencgakan hukum peraturan lalu bintas

Meskipun pelaksanaan tugas PPNS di Dinas LLAJ Tingkat | Lampung
cukup berjalan dengan baik karena didukung adanva kerja sama dengan
Penvidik Poln. menurut responden pola pembinaan dan pelaksanaan operasi
pencgakan hukum masih kurang berjalan scbagaimana mestinya karena
belum adanya kelembagaan yang mengatur mengenai pembinaan dan
pelaksanaan operas pada Pemda Tingkat | Lampung.

Pelaksanaan pencgakan hukum vang demikian ity menunjukkan bahwa
keberadaan PPNS di lingkungan Pemda Tingkat | Lampung masth kutang
hermanfant dalam penega kan peraturan dacrah vang berakibat tujuan
disdakannva pembuatan peraturan daersh tersebut belum dapat mencapas
hasil scbagmimana mesunya. Demikian pula, halnya dengan PPNS pada
Pemenntah daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Menurut responden Biro Hukum
Pemda Timghat | Jawa Tengah vang diwakili oleh Kepala Bagian Tata
Pemermtahan Pemda Tingkat | Jawa Tengah, hanva terdapat pengaturan
dalam Peraturan Dacrah No, | Tahua 1988 tentang Penyidik Pepawai Negen
Siptl di Lingkungan Pemerintah Propinsi Dacrah Tingkat 1 Jawa Tengah
vang didalamnya mengatur tentang kedudukan, kewenangan dan kewajiban:
pengangkatan, pemberhent:an dan  persvaratan  PPNS, pembinaan  dan
pembiavaan

Berbeda dengan dua daerah d1 atas, menurut responden Kepala Biro
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Hukum Pemenntah DI Yogyakarta, terdapat beberapa peraturan daerah yang
mengatur mengenat PPNS, vaitu Perda Propinsi DI Yogyakana No. | Tahun
|97 tentang PPNS di Lingkungan Pemenntah Propinsi D1 Yogyakarts,
schagm pedoman umum pelaksanaan pembinaan dan operasional PPNS di
Propenst DI Yogyakarta, Keputusan Gubernur Kepala DI Yogvakarta Mo
63 TIM/I989 tentang Tim Pembina Pelaksansan Tugas-iuges PPNS &
Lingkungan Pemenntah Propinsi DI Yogyakarta vang telah diubah dan
diambah terakbr dengan Keputusan Gubernur Kepala DI Yogyakaria Mo
I5TIM/199%, dan Keputusan Gubernur Kepala D Yogvakara No
IPEPTS/ E943 tﬂl‘l[;d'lg Pedoman Teknis Pelaksanaan Operasi Penegakan
Peraturan Dacrah oleh PPNS,

Untuk kebyaksanaan vang ditempub oleh Pemenntah Propins: DI
Yogyakana dalam upaya mewujudkan pelaksanaan koordinas: antara aparat
pencgak hukum di Proping DI Yogyakarta secars mantap dan optimal dalam
mengatast permasalaban yang umbul di lapangan dalam lingkup hukurm
acara pidana telah dikcluarkan Keputuzan Gubernur Kepala DI Yogvakars
No. 404/KPTS/1994 tentang Pembentukan Sckretanat Bersama Dhikehjapel
Propinsi DI Yogyakaria. Sekretaniat Bersama Dilkehjapol  terscbyt
merupakan forum koordinasi antara aparat pencgak hukum se Propins DI
Yogvakarta dalam upaya pencgakan hukum pidana di dsersh, termasuk
peraluran daerah yang mengandung sanksi pidana

Hal yang menarik di sini adalah babwa dengan mempertimbangkan
terhadap pelaksanaan tugas-tugas pembinaan dan cperasional PPNS 4
dacrah, tempat kedudukan Sckretanal Bersama  [ilkehjapel tersebul
ditctapkan di lingkungan Kantor Gubernur Propins: D] Yogyakarta
bersama-sama dengan Sckretanat Tim Pembina PPNS Tingkat |

Anggota Sekretanat Bersama Dilkehjapol secara berkala ataupun

scliap saat apabila diperlukan mengadakan rapat/sidang dan  melzkukan
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peninjauan |apangan scbagai bahan perimbangan kepala-kepala Instans

vang tergabung dalam Dilkehjapol

Sckurang-kurangnya 3 {tiga) bulan sckal Sekretaral Bersama

Dilkehjapol menvelenggarakan pertemuan bags kepala-kepala stansi vang

tergabung dalam Dilkehjapol dalam upayva menentukan kebijaksanaan

terhadap permasatahan vang umbul dalam penegakan hukum midana,

termasuk peraturan daerah yang mengandung sanksi pidana

Dalam melaksanakan  tugess Sekretariat  Bersama  Dilkehjapol  dapat

mengundang instansi atan pihak-pihak vang terkait guna memperoleh

tambahan data atay mformpsvketesungan vang diperluban,  Selretanal

Horsama Dilkehjapol menvelenggarakan tugas sehagar benkut

il

menerima, mencatal, dan menghimpun informas: dan instansi-
instanst penegak hukum vang tergabung dalam Dilkehyapol:

menviapkan bahan-bahan bagi pimpinan  Diltkeljapel  dan
merumuskan konsep-konscp kebgjaksanazan dalam  pencgakan
hukum, termasuk konsep jawaban/arahan terhadap permasalaban
hukum prdana  dalam  bentok  swatu Rancangan Keputusan
Hersama Kepala Instansi yang tergabung dalam Dilkehjapol.

menyampatkan hasil perumusan pemecahan masalah pencgakan
hukum prdana kepada pimpinan instansi aparat penegak hukum

terkat

Sckretarigt Bersama  Dilkehjapel mempunya wewenang  sebagn

benkut

meminta  dan mengumpulkan nformase  permasalaban dan
instanst [Hlkehjapol melalur jalur/lembaga yang ada;

mengundang anggota Sckretariat Bersama Dilkehjopol untuk
merumuskan pemecahan terhadap permasalahan vang timbul

sehagn bahan perumbangan pimpinan nstansi  Dilkehyapol

o
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dalam mengambil keputusan

Selanjutnyva, mengenar Tim Pembina Pelaksanaan Tugas-tugas PPNS
Propinsi DIY yang telah dibentuk pada Daerah Tingkat | juga diskul
pembentukannya oleh Bupat/Walikotsmadys Kepala Dacrah Tingkat 1l Tim
Pembing  Pelaksanaan Tugas-tugas PPNS antara lon bertugas sebagui
henkus

a  menyclesatkan proses administras: PPNS/calon PPNS baik dalam
rangka pendidikan, pengusulan, pengangkatan/ pemberhentian,
perpanpangan K TP/PPMS-nva maupun  hal-hal vang bersifar
admumstratif datam pelaksamaan penvidikan,

b melaksanakan pembinaan tekms admimistras) maupun  tekms
vuredis lerkadap pelaksanaan tugas-tugas PPNS di lapangan,

¢ melaksanakan  koordinast alas pelaksanaan wgas-ugas Tim
Pembina Pelaksanaan Tugas-tugas PPNS bk Tingkat | macpun
Tingkat i1,

d  menyclenggarakan  koordinasi  atas  pelaksamaan  lugas-tugas
operasional  PPNS Kabupaten/Kotamadyva daty [ dan instansi
vertikal di dacrah.

Unluk membantu pelaksanaan tugas Tim Pembana Pelaksanaan Tugas-
tugas PPNS. telah dibentuk  Satwan  Tugas (Satgas) uniuk  dan
mempersiapkan tugas administrasi dalam mendubung Tungs: pelaksanaan
pengawasan dan pengendalian operasional PPMNS di lapangan

Adapun bentuk pelaksanaan kegiatan pembinaan vang telab dilakukan
selama i dalam wpava mendukung kebethasilan tugas-tugas PPNS di
lapangan oleh Pemerintah Propingi DIY antara lain sebagar benikul.

a  Pengusulan dan  pendidikan  sampar  dengan tahun 1997, jumlah
PPMS/calon PPNS yang telah mendapal pendidikan kbusus sebanvak 7

{tujuh ) angkatan dengan jumlah 405 orang
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Admimistras dan kesekretanatan. Kegiatan vang dilaksanakan mehiput
tertib administras pendidikan, pengusulan/pengangkatan pelantikan dan
pengambilan sumpah, pemberhentian/  promosimutasi PPNS, dan
perpanjangan K TP-PPNS, Penyediaan blanko/formubir dan buku register
perkara
Pelaksanaan pembinaan (tekmis admimstas dan  tekmis  yunidis)
Pembinaan administrasi dilaksanakan bagi semua anggota PPNS, kepala-
kepale dinasfinstans: yang memiliki PPNS serta Tim Pembina Pelaksa-
nzan Tugas-tugas PPNS Tingkat 11 Sementara itu, pembinain tekiis
yuridis delaksanakan khusus bagi PPNS vang bersanghulan baik secara
umum maupun dalam sehap perstapan pelaksanaan operasi pencgakan
peraturan dacrah
OUnentasi  dan apremas:  pelaksanaan  [ugas-tugas  PPRS unfuk
memberikan arahan dan pemahaman vang sama bags kepala-kepala
dmas/ nstans vang memibika PPNS akan arti penbing keberadaan dan
peranan PPNS sebagar ujung tombak pelaksanaan penegakan peraturan
dacrah vang menjadi dasar hukum dan kewenangannya masing-masing
Invenlarisasi data objek penegakan peraturan daerah.
Penyegaran PPNS (coaching clinic).
Pembingar teknis voridis atas pefaksanaan tugas-tugas operasi PPNS
Hapat kena teknis (Rakermis) dan Rakonreg serla orientas) kumjungan
kema PPME.

Menurul responden Kepala Biro Hukem Pemds DI Yogyakaria

melaiur pelaksanaan operas: dan pola pembinaan pencgakan peraturan
dacrah di lingkungan Pemenintah D1 Yogyakarta sebagaimana diuraikan di
atas, PPNS di hngkungan Pemenotash DI Yogyakarta telah  terbukis
meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan-peraturan daerah

dan secara langsung atau tidak langsong mampu mendukung pemingkatan
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pendapatan ash dacrah (PAD) Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
penyelenggarsan peradifan pidana olch PPNS dalam pencgakan peraturan
daerah telah bergalan secara efisien dan efeknf

Mongenan peran PPNS dalam mendukung penmnghatan PAD. pada
umumnya baik pada Pemenniah DI Yogyakarta, Pemda Jawa Tengah dan
Pemda Lampung, realisasi PAD mengalarm pemingkatan dan tahun ke tahun

sgbagaimana diuraikan pada tabel berikul it
TABEL 1. REALISAS] PAD TINGEAT 1 DI YOGYAKARTA, JAWA-TENGAH DAN
LAMPUNG TAHUN 1993 5.0, 1%%7

Tabum L VOLGY ARARTA JAWA TENGAR I LAMPI S
993 11365 343471 120080 0k 411 19,716 #&k 350
194 1T 9RE 455471 14K, 151 626 903 14 547 4T0TK
1998 59 . 038 . 647 05 119,220 %41 148 34 BN 451, ¥TH
1996 49.151.817.280 NG 680 031 T4 33 419,988 95T
1991 SRADT. 5125 JAR 25, Dl 545 62,309 F50.54%

Sumber: Dhapenda T YVogyakaria, lawn Tengsh, don | ampung, 1949

Data di atas menunjukkan bahwa realisasi PAD suatu daerab nbdak
ergantung pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan operasi dan pembinaan
PPMS dalam pencgakan pesaturan dacrah, karena ternyata pada ketiga daerah
penelitian, yaitu DI Yogyakarta, Jaws Tengah. dan Lampung mengalam:
peningkatan PADD schiap tahunnva dan tahun 1993 sampan dengan tahun
1597, Meskipun demikian, sebagaimana dikemukakan responden Kepala
Biro Hukum Pemernntah D1 Yogvakana, bahwa peningkatan realisasi PAD &
dacrahnya didukung olch adanva efektivitas dan efisiensi pelaksanaan
operast don pembinaan PPHS dalam penegakan peraturan dacrah

Adapun  menurut responden  aparat penegak  bukum, vaitu dan
Fepolisian Daerah Lompung, Kejaksoan MNegeri Bandar Lampung dan
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Pengadilan MNegeri Kelas | Tamjung-karang, apabila PPNS di hogkungan
pemerintah dacrah dapat didavagunakan akan memingkatkan pencgakan
kukum terhadap peraturan dacrah,,

Akan tetape, karena kurang jelasnya kelembagaan, pola pelaksanaan
operast dan pola pembinaan PPNS di lingkungan Pemenntah Dacrah Tingkat
| lLampung mengakibatkan proses peradilan pidana yang diselenggarakun
olel PPNS bekerjasama dengan aparal penegok hokum (polisi. jaksa, dan
hakim} dalam pencgakan peraturan daerah kurang berjalan sebagaimana
mestinya Hal 1o ditumpukkan dan tidak adanva pengawasan. perencanaan.
pelaksanaan, evaluass dan laporan dan kegratan PPNS dalam penegabian
peraturan daerab, sehingpa pelaksanaan kegiatan pencgakan peraturan daerah
vang dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemenntah Daerah Tingkat |
Lumpung tampak berjalan sendin-sendin, kurang terkoordinas, dan bersifal
mgident:]

Bahkan, karcna vang mcnangam pelanggaran peratoran dacrah di
lingkungan Pemenntah Daerah Tingkat | Lampung adafah mstans) vang
ndak berwenang metakukan tindakan represif vostisil, melmnkan hanya
berfungsi preventif nonyustisil (khususnya aparat Polist Pamong Praja)
maks penyelenggaraan penegakan hukum kurang berjalan sesum dengan
ketentuon  hukum vang berlaku  Petugas-petugas  yang  melaksanakan
hegiatan  penegakan  hukum  fersebut  (rdak mempunval wewenang
melaksanakan pencgakan hukum baik dan sem keshlian dan ketrampiian
yundis maupun dan seg kewenangan hukum sesual dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku Oleh karena 1w, para aparal penegak
hukum mengharapkan agar pola pelaksanaan operasi dan pembimaan
techadap PPNS di lingkungan Pemenniah Dacrah Tingkal | Lampung dapat

dibenahi agar pelaksanaan proses peradilan pidana oleh PPNS dalam

pencgakan peraturan daerah dapat benalan secara efekuf dan efisien
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C. Faktor Penghambat dan Pendukung Penegakan Peraturan
Daerah oleh PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah

1. Fakior Penghambat

Menurul responden Kepala Bire Hukem Pemda Tinghkat | Lampung

dan PPNS pada dinas/instans: di lingkungan Pemda Tingkat | Lampung,

pada umumnya faktor penghambat pencgakan peraturan dacrah olch PPRS

sdalah sebapar berikut

3

i

.

Adsnya keterbatasan  wewenang  PPMS  dalam  pelaksanoan
lugasty g, lermasuk wewenang untuk melakukan upava paksa
Furangnva dukungan dan pimpinan nstonsifumt kenp terhadap
PPNS guna menggugah semangat para PPNS & lingkungan
pemeriniah  dagrah  wvang belum ada  kemauvan melakukan
penyidikan dalam rangka penegakan peraturan daerah

Furangnya perencanaan, komrdmasi dan (idak adanya pelunjuk -
petunjuk teknis operasional

Furangnva penguazaan mengenal taktis dan teknis penyvidikan
kurangnya sarang dan prasarina yang menunjang operasional
PPNS

Tenadmya promosi'mutasi terhadap PPNS, schimgga berakibat
vamg hbersangkutan tdak logs dapat mengawalimenegakkan
peraturan dacrah vang mengandung sanks pidana

Masih kurangnva keberanian PPME ontuk melakukan penvidikan
terhadap nndak pidana vang temadi, karens ada kecenderungan
untuk: melakukan tindakan asdmimstratif terhadap beberapa jenis
tindak pidana meskipun perbuatan ite mempunyai unsur dan buky

untuk dilakukan penyidikan

Adapun faktor penghambat pelaksanaan pencgakan peraturan  daerah

alch PPNS a1 lingkungan Femda Tingkat | Jawa Tengah adalah schaga

ol
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Terbatasnva jumizh PPMS, schingga tidak cukup mengamankan
peraturan dacrah yang ada bak peraturan daerah tingkat | maupun
peraturan dacrah tinghkat [

PPMS merangkap tugas rutin sebagai pegawal negen sipil pada
umumnva schingga mereka tdak berkonseniras pada tugas dan
wewenangny a selaku PPNS

PPMS ndak/belum mendspar wunpangan khusus, hanya mendapat

uang saku untuk kegiatan operasional (operasi vustisi |

Pada Pemda Propinst D1 Yopyakarta, meskipun pendayagunzan

PPMS datam pencgakan peraturan dacrah telah berjalan cukup bask, namun

terdapat pula beberapa faktor penghambat sebagar berikut

i.

Dan seg pendidikan, promosimutasi PPNS, vaitu- singkatnva
waktu pendidikan, lamanva proses pengusulan/pengangkatan PPMS
dan terjadinve promosi’ mutasi PPRS

Dan scgi pembinaan dan korwas PPNS. vaituw Masih adanya
pemahaman dan persepsi vang kuramg seragam dr kalangan aparat
penegak hukum lain, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan
mengenal penegakan peraturan daerah cleh PPHNS

Dan segy orgnmisasikelembagaan, administras)’ kesekretariaton,
periengkapan, anggaran, dan msenhf, yaiu: Belum ndanya lembaga
struktural  vang menangani PPNS  di  Depdagn, kurangnya
kelengkapan admimsirass  dan  perangkal  keras,  anggaran
operasional vang lerbatzss dan hdsk adanya nsentiffunjangan
khusus bag PPNS

1, Fakior Pendukung

Para responden baik di Pemdo Tingkat | Lampung. fawa Tengah dan

Propins

1 Yogyakarta pada omumnva menyatakan, faktor peadukung

g1




Hikmah Rosldah

pelaksanaan pencgakan peraturan dacrah oleh PPRS & lingkungan
pemerintah dacrah adalah sehagan berikut
a Adanya peraturan perundang-undangan vang memadi dasar
hubum peloksanaan  tugas dan  wewenang PPNS  dalam
melakukan penegakan hukum terhadap pelang garan peraluran
dacrah di lingkungan pemerintah daerah. -
b, Adanya koordinasi dan pengawasan dan Penyidik  Poln
terhadap PPNS & Lingkungan pemenintah dacrah daiam
penvelenggaraan penyidikan dalam rangka penegakan  hukum

pelanggaran peraturan dacrah.
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BAB Y
DIMENSI SOSIAL DALAM PERADILAN PIDANA

A. Hukum Sebagai Subsistem Sosial
Menurut Satjipto Rahardjo " apabila kita sudah mulai berbicara

mengenal manusia schagai makhluk gosial seria schagm kelanjutannyva
manusia yang harus melakukan hubungan-hubungan sosal, terbukalah suatu
dimensi bury mengenai kebutuhan manusia itu. Dimensi it adalab dimenss
sisial dalam kehidupan manusia yang unsur-unsurnya adalah

i £ kefertiban,

{2] stslem sosial;

{3} lombaga-lembaga sosial

i4) pengendalian sosial

Dalam kehidupan masyarakat manusia yang heterogen dan peaub
dengan dinamika terdapat keteraturan yang merupakan tulang punggung dari
simbulnva  hubungan-hubungan social vang  bemalan  dengan terhb
Vinogradoff” menyatakan adalah suatu hal yang nonsens apabila hubungan
| sosial 1ty bisa berlangsung sedang masyarakal tdak mengenal *ketertiban®
frirder)

"Sigtem sosal® dapat dischui schagai suatu cara mengorganisasi
kebidupan crang dalam masyvarakat melalul wadah vang disediakan
masyarakal vang memungkinkan segala proses kehidupan berjalan
dengan teratur. Wadah inilabh vang disebul dengan “lembaga” .
Selanjutnya, dikatakan Satjptc Rahardje”, setiap sistem sosial
memerlukan usaha dan carz-cara untuk mempertshankannya Oleh
Lgrena itu, seinng dengan adamva sistem sosial, pada saat ilu pula
sistem  tersebul  mengembangkan cara-caranya  sendin unfuk
memperiabankan  dinnya  Dengan kata  lain, kebutuhan  unluk
mempertahankan din, dan kemudian usaha-usaha yang dilakukan ke

=~ " 4atjinta Rakardjo, lma Hukam {Alumni: Bardung, 1962], hal. 27-30.

4 Dlkutlo dari Satjigta Rakardjo, |bid,, hal. 29
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arah 1tu adalah inheren dengan sistem sosial itu sendiri. Usaha sistem
sosial untuk mempertshankan din inmlah vang disebut "pengendalian
sosial”™

Pengendalian sosial im diperlukan karena dalam penvelenggaraan
nehodupan bersama secara teratur berdasarkan norma-norma sosial vang ada
terdapat anggota masyarakal yang berkelakuan menyimpang sehingga
apabila sistem sosal i ongin berjalan dengan baik, i pun harus sudah
bersiap dengan mekanisme unuk menghadapi kemunghinan-kemungkinan
e Menurut Berger dan Berger™ pada intinya, pengendahan  sosial
menyalurkan tingkah laku orang-orang sgar sejalan dengan kemawan
masy arakad

Mekanisme i bermacam-macam tingkatannya, mulai dan vang
pafing kasar sepertt hukuman mat atay badan, sampai ke denda beberapa
ratus rupiah. Mekamsme pengendabian ini juga bersifat informal, sepert)
dijauhkan dar pergaulan, dipergunjingkan dan schagainva Secara tekmis,
mekanisme pengendalian sosial 1o dischut "sanksi”

Norma-norma atau 1atanan vang mengatur pergaulan hidup manusis
Hu memang bermacam-macam  Mochtar Kusumaatmadjz menyebutkan tiga
macam, vaitu norma hukum, kesusilaan, dan kesopanan Satjipio Rahardjo
mengemukakan fign macam pula tetapr agak berlainam. vaiu forma
kebiasaan, hukum, dan kesusilaan, sedangkan Socrjone Sockanto menve-
butkan norma kepercayaan, kesusilaan, kesopanan, dan hukum

Pelanggaran di bidang hukum pidana vang dikenal dengan istilah
tndak pidana adalah penlaky menyvimpang dari angeota masvarakat yang
tidak sesum dengan norma-norma sosial vang ada (khususnva morma

hukum), vang mana agar kehidupan masyarakal menjadi teratur kembaii

*! Dkutip dari Satjipte Ranardja, thid,, hal, 32

* loid, hal, 31

ix =

T LI Rasjlel, Fisdfat Hukem, Apokek Hukum ity ? \Bandung: Remadja Karya, 1985), hal. 4
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diperlukan adanya sanksi pidana bagi para pelanggarnya

Untuk dapat mencrapkan sanksi pidana, maka diperlukan adanya
lembaga-lembaga soswl yang menyelenggarakannya. Lembaga-lembaga ms
harus mempunyai kewcnangan unfuk membuat dan mencraphan sanks:
pidana, schagmimana dikemukakan olch John Austin tahun 1832 dalam
bukunva vang terkenal berjudul The Province of Jurtsprudence Determined™
bahwa "hukum adalah kescloruhan perintah dari penguasa yang ditegakkan
dengan ancaman/paksann ©

Pendapat yang mengemukakan pelaksanaan hukum oleh  suatu
kekuasaan vang terpusat juga dikemukakan oleh Max Weber, HL A Harl,
L. Pospisil, dan lain-lain. Namun agak berbeda dengan yang lam, Max
Weber, meskipun mengakwr bahwa cm hukum itw terletak pada
pencrapaanva vang dilakukan oleh suatu kekuasaan terpusai tetapn bdak
semua hukum memiliki cin tersebul. Weber lebth mengutamakan pengertian
wewenang fonlhorilyd schagal intisan huku m"

Pendapat penting lainnva vang periu dioratkan di smim adalah dan
HL A Hart™ yang menvatakan bahwa hukum stu didukung olch kekuasaan
vang lerpusat di sarnping mengandung kewajiban-kewajiban lertentu vang
melekat secara imtnnsik ot dan suaty sistem hukum terletak pada adanya
kesatuan antara apa ving dischutnya sebagm primary dan secondary rules
iaturan primer dan ameran sekurider), Dalam masyarakat yang masih
sederhana orang dapat hidup hanva dengan aturan-aturan utama vang
berisikan ketentuan-ketentuan mformal tentang kewajiban-kewajiban vang
tujeannya uniuk memenuh: pergaulan hidup masyarakat. Namun, pada sualu

magsvarakat yang kompleks, kekuatan asturan utama itu  semakin  pudar.

* Dikutip darl Howard Davies dan Dawid Weleroft, Junisprudence: Text and Commentory
|Lrdan: Butterswarth, 19491), hal, 14,

¥ Lif Sasjidi, Op Or., hal, 10.

“H.LA& Hart, e Cancept of Low (Oxford: Gafard University Press, 1961 hal. 78




Hikmah FRoslidah

schingga diperlukan aturan-aturan sekunder berikut imt

1. Rules af recogniiton, berupa ketentuan-ketentuan yamg menjelaskan apa
vang dimaksudkan dengan prnimary rufes, dimana periu meny esun aturan
utama secara hicrarkis sesum dengan urstan kepentingannva

b. Ruies of change, yaitu aturan yang mengesahkan adanya aturan utama
yimg baru

¢. Hules of adiudicarion, yakni aturan vang memberikan hak-hak kepada
orang perscorangan untuk menentukan apakah pada penstiwa-penstiwa
terientu suato puran utama dilanggar
Oleh karens itu, untuk membahas penyelenggaraan peradilan mdana
yung dilaksanakan PPNS dalam pencgakan peraturan dacrah di lingkungan
pemerintah dacrah nngkat | perlu difabami mengenai keberadaan hukum
mdina o sendin vang berfungs: sebagal sarana pengendatian sosial yang
merepakan bagian {subsistem) dan sistem sosial sehagaimana diuraikan d:
alas.
Menurut L. Pospisil™ hukum berfungsi sehagai sarana pengendalian
sostal. Untuk membedakan amtara hukum dengan norma-norma lainmva
dikenal  adanva empat ciri hukum fattribres of lw), yaiu schagai
benkut,.
| Auvibute of anthority, vaite hukum meropakan Lepulusan-keputusan
penguasa yang lujudannya uniuk mengatas: sepals ketegangan dan
kegoncangan vang terjadi dalam masvarakat

2, Attribwte of intention of universal applicatien, vaite bahwa keputusan-
keputusan mempunvar daya jangkau vang panjang unfuk masa vang
akan datang

3 Aurthuie of obligation, vatu bahwa keputusan-keputusan pengiasa

tersebut  haruslah  bensikan  kewajiban-kewajiban  pihak pertama

® i Rasfidl, Loe. Cit.
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terhadap pihak kedun dan sebalikmya Apshila tdak berisikan hal
tersebut, keputusan tersebut bukan merupakan keputusan hukum

4, Auribnie of sanciion, yaitu atnbul yang menentukan bahwa keputusan-
keputusan penguasa herus didukung olech sankss, baik berupa sanksi
|asmani maupun rohan

Peraturan-peraturan dacrah vang dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah
bersama-sama dengan DPRD Timgkat | merupakan norma  hukum
sebagaimana rumusan yang dikemukakan oleh Austin, Weber, Hart, dan
Pospisil di atas. Karena peraturan tersebut dibuat oleh penguasa vang
r;'u:mpun-_rm wewenang  untuk  membuat  kepulusan  yang  mengalur
penvelenggaraan kehidupan kemasyarakatan agar berjalan tertib dan teratur.
diberlakukan untuk sclurah wilayah di dacrah yang bersangkutan dan dibuat
untuk jangka wakiu vang panjang. Peraturan-peraturan fersebut bensikan
ketentuan mengena hak dan kewajiban, serta adanya sanks bagi para
pelanggarova.

Berbeda dengan rumusan yang dikemukakan oleh John Austin di atas,
norma-norma hukum vang dradakan olch Peraturan Daerah bukanlah sekedar
suatu perintah vang bersifat memaksa sebagaimana terdapat di dalam hukum
pidana padn wmumnya Peraturan Daerah lebih mengarah kepada hukum
adminisirass yang didalamnya lerdapat sanksi bmk yang bersifal
admimigtrattf maupun sankss pidana. schingga dopat dikatakan bahwa
Peraturan Dacrah adalah peraturan perundang-undangan administrasi yang
bersanks) pdana

Merujuk pendapat Han mengenai aturan pnmer (primary rules) dan
aturan sckunder (secomdary rwles). hukum sebagal permtah menunjukkan
istilah vang kurang tepal. karcna kata penntah lebib berkonotast kepada
suntu ueapan vang ditujukan kepada orang lain, Padahal hukum bidak hanya

ditujukan pada orang lain, tetaps uga pada pembust hukum (pemerintah dan
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badan legislatif),

Begita pola pada ancaman/paksaan. ternvata banyak hukum modern
sckarang yang hukumnyva hdak bensikan ancaman/paksaan, terutama dalam
hukum pordata, hukum adminsstrasi, dan schagamya.

(Meh karena itu menurmt Hart, pendapat Austin di atas melibat hukum
dan #1851 luar fowstde) dan bokan sebagar orang dalam fimsedet hika hukum
dilihal cleh orang-orang vang berada didalamnya, maka hukum tidak hanva
merupakan  ancaman/paksaan dan penguaza, melsnkan karena adanya
kepatuhan hukum pada masyarakat, Jadi menurut Hart terdapat aspel
eksternal dan internal dan hukum.

Banyak faktor vang menvebabkan orang path pada hukum tanpa
adanya ancaman/paksaan, letupr faktor “kebigsaan® adalah vang paling
dominan™ Dari kesclurohan noma vang ade. meskipun masing-masing
norma jugd mengadakan larangan, keharusan, dan kebolchan, tetapi norma
hukum vang paling lengkap mengadakan kepatuhan masyarakat, karcna dr
samping mengadakan aturan primer juga mengadakan atwran sckunder,
seperti rules of recogmition, rules of chonge. dan rules of adjudicamon,

Perbedaan lainnva dengan hukum pidana, Peraturan Daerah dibual
berdasarkan  kepentingan  daerah-dacrah  bersangkutan  dalam  upaya
melancarkan dan meningkatkan kegiatanan pembangunan Jadi tidak sekedar
hanva sebaga sarana pengaturan ketertiban belaka.

Oleh karena itu dalam pencgakan sanks: pidananva sangat terganiung
pada kebuluhan dacrah vang bersangkutan, apakah dacrah terscbut sangai
memerlukan adanva peacgakan sanksi pidana terhadsp perataran daerahnya
atzu cakup sekedar menerapkan sanksi administrasi sty membiarkan sajs

pelanggaran peraturan-peraturan daerah vang ada, karena ketidakmampuan

¥ Latjiote Rahardjo jugs merggunakan ke hh;aa!@ehgli- safah satu tatanan atay norma
datl narma-norma social yang ada. Lihat Satjipta Rahardjo, Op, Cf.. hal, 15.121
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dacrah tersebut dalam mengadakan, membiaya, dan membenkan fasilitas
kepada aparat penegak hukum untuk melaksanakan penegakan hukum,
Dengan demikian, maka dapat kita hhat bahwa pada MasIng-masing
dacrah di Pemda Tingkat | Lampung, Pemda Tingkat | Jawa Tengah, dan
Pemda DI Yogyvakarta penyclenggaraan penegakan hukumnya dilaksanakun
secara berbeda, dimana terdapal daerah yang melaksanakan penegakan
hukum secara cfektif dan efisien, tetapi terdapat daerah lainnya yang kurang
mendayagunakan pencgakan hukum
Kurang efektifnya penegakan hukum pidana pada Dacrab Tmgkat |
—memg dan Daerah Tingkat | Jawa tengah mengakibatkan kepatuban
masyarskat terhadap peraturan dacrah sangat rendah, vang ditunjukkan dan
perilaky masyarakat yang hanya mematule peraturan hukom apabifa scdang
diadakan operasi/patroli oleh aparat penegak hukum, Scdangkan pada DM
Yogyakarta kepatuhan masvarakat cukup tngg vang ditunjukkan dengan
adanya peringkatan Pendepatan Asli Daerah (PAD) dan tabun ke tabun
Dengan demikian peraturan daerah schagai salah satu bagian dan
hukum telah  berfungs: schaga  salah  satu  subsisiern  sosial  dalam
melancarkan  kehidupan masyarakal vang teratur dan  meningkatkan

penvelenggaraan pembangunan daerah

B. Peradilan Pidana yang Efektif dan Efisien

Hukum secbagm sarana pengintegrasian  pelbagal  kepentingan
tercermin dari karakteristik sistem peradilan pidana vang beronentas) pada
tujuan; kesciuruhan dipandang lebih baik danpada schedar penjumiahan
hagian-bagianaya, sistem terscbul berinteraks: dengan sistem yang lebih
besar, seperti sistem ckonomi, sosial, budaya, polnik, dan hankam, serta
masyarakat dalam arti luss schaga super sysfem; operasionalisasi bagian-

bagiannya menciptakan sistem milw tertentu/ antar bagian sistem harus
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cocok salu sama lam; adanya mekanisme kontrol dalam rangka pengendalian
sccara ferpadu.

Schagar suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat strukiur
atau subsisiem yang scharusnva bekena secara koheren, keordinatf, dan
micgranf agar dapat mencapai efisicns: dan efcktivitas vang maksimal.
Kombinas: antara efisiensi dan efektivitas sangat panting, karenma belum
tentu efisicnst masing-masing subsistem dengan sendirinya  menghasitkan
clekbivitas. Fragmentasy yang bersifal motlak pada saatu  subsistem akan
mengurang) fleksibilitas sistem dan pada gilirannya akan menjadikan sistem
tersebul secara keseluruhan disfungsional

Dalam konteks itulah PPNS schags subsistem dari sistem peradilan
medana merupakan pula sub dan subsistem vang lebih besar vang proses
bekenanya tergantung pola pada sistem vang lebih besar wtu. Maka.
persoalannya  sckarang  dapat  dikonstruksikan  sebagai  masalah
‘keorganisassan” dant sustu lembaga PPNS untuk memproses masakan
fimputl vang datang dan masyarakat dan mengcluarkannya fouput) ke
kejaksaan dan pengadilan. Pada saat persoalan st dikapi dan seginya vang
demikian, maka metode yang terbaik untuk dipakai adalah "analisis sistem”
Dengan  memanfaatkan metode i dimungkinkan untuk  menguraiken
keberadaan lembaga PPNS ini lehih bask dari segn struktur intern lembaga
tu sendin, maupun hingkungannya, seria interaksi antara keduanva

Pengkajian menpenm keberadaan PPNS schagal suatu organisasi
dapat dikemukakan di sini unsur-unsur organisasi dan Satjipto Rahardjo™
berupa: (1} erang-orang, (2} teknik-teknik; (3) informas: (4) struktur: dan
(3} tujuan.

Tupuan dari sctiap orgamisast adalah untuk mencapm sasaran vang

“‘iat]lmu Rahardjn, Mosoloh Pepegokon Hukum Swofy Tinjauan Sssislegls  {Sinar
Baru, Bandung, tanga tahun), hal. T
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dikehendak: dengan kualifikasi produknivitas seria kepuasan, alau gabungan
dari keduanva, tergantung dan kegiatan yang dialankan olch organisasi
vang bersangkutan, dalam hal i lembaga PPNS. Untuk mencapai hal
terschul maka unsur-unsur ofgamsast i hares dwoperasionalkan, yang
menampakkan din dalam wujud bergeraknya organisasi tersebut. Aktivilas
untuk mengkoordinasi unsur-unsur tersebut disebut sebagar pengelolaan
orgamisasi, aktivitas inilah vang hemtanggungjawab terhadap Karya,
pertumbuhan dan kelangsungan hidup orgamisasi  Selama organisasi iy
hekeriz, ia berhadapan pula dengan masalah hinghkungan vang harus
dil;rlma dan diperhitungkannya, berupa linghungan-lingkungan sosial.
politik, manusia, ekonomi serta teknolog

Menurul responden aparal penegak hukum, yatu dan Kepolisian
Daerah Lampung, Kejaksaan Wegen Bandar Lampung dan Pengadilan
Negen Kelas | Tanjungkarang, apabila PPNS di lingkungan pemerintah
daerah dapat didaysgunakan akan meningkatkan penegakan hukum terhadap
peraturan dacrah Hal it sesuai dengan ketentuan Undang-undang koo 14
Tahun 1970 tentang Pokok-pokek Kckuasaan Kehakiman dan Penpelasan
Urmum butir 3 ¢ KUHAP yang menyatakan "Peradilan yang harus dilakukan
dengan cepat, sederhana dan bsava mngan scrta bebas. pujur dan bdak
memihak hares  diterapkan  secara konsisten dalam  scluruh  tingkat
peradilan’, maka dalam acara pemenksaan perkara i sidang pengadiian
dikenal adanya Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemenksaan Singkat, dan
Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan { Acara Pemeniksaan Cepat}

Pasal 205 KUHAP mecnyatakan "Yang dipenksa menurul acara
pemenksaan tindak pidana ringan 1alah perkara vang diancam dengan pidana
penjara atzu kurungen paling lama 3 bufan dan atau denda schanvak -
banvaknya Rp7 500,00 {tujuh nbu lma ratus repiah)” Selam i, terdapal
Surmt Edaran Mahkamah Agung Mo, SE-MA/% Tahun 1983 tanggal #
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Desember |9%3 vang menvatakan “Bahwa, apabila ada perkara vang
dizncam dengan pidann kurungan paling tama 3 bulan atau dends schanvak -
Banvaknya Rpl3 OO0 (4 maka perkara lersebul termasuk perkara vang harus
dipenksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ningan,”

Dalam acara pemenksaan cepal, penyidik atas kuasa penuntut umum
dalam wakiu 3 (vga) han sejak Berita Acara Pemenksaan (BAP) selesa
dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukts, saksi, saksi ahli dan
atau juru bahasa ke sidang pengadilon. Pengadilan mengadili dengan hakim
tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecoali dalam hal dijatuhkan
pidanis pe;'impasm kemerdckaan, terdakwa dapat minta banding.

Lengan adanva "mobil sidang keliling® vang dimiliks oleh Propins:
DIY misalnya, proses penvelenggaraan peradilan dapat bemalan secara
cfcktif’ dan efisien sesum dengan arahan peraturan perundang-undangan,
karena penyelenggaraan peradilan demikian mempunyas beberapa keuntun-
fan, vam

a  PPNS dapat langsung mengajukan perkara kepada hakim atas

kuasa penuntul umum

b, dalam sidang pengadilan tidak perlu dibacakan surat tuduhan,

C.  pengajuan sakss sepanjang diperiukan;

d. admimstrasi‘pengisian formulir sangat sederhana;

¢ waktu persidangan relanf sangat singkat:

f. mengadili dengan hakim tunpggal

g. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir

Akan tetapi pada Pemda Tingkat | Lampung dan Jawa Tengah upaya

mengefekiifkan dan mengefisiensikan penyelenggaraan peradilan mdana
belum mampak ada, sehingga lembaga-fembaga vang menyediakan peradilan
secara  cepal  masih kwrang  dipergunakan  schagaimana  mestinya

Penyelenggaraan peradilan pidana masmh bersifat konvensional dengan
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menggunakan penyelenggaraan peradilan seperti pada acara pemeriksaan
perkara biasa, sehingga keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dengan
menggunakan scara pemenksaan copat seperti disraikan di atas belum

dimanfaatkan sccara oplumal
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BAB V1
PENUTUP

Timbulnya jemiz-jenis kejahatan dalam dimensi baru vang meningkat
dan berkembang scsuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masy arakat
tidak seluruhnya dapat teangkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(hLUHP} Meningkatnya kualitas kejabatan baik dan seg pelaku dan modus
operand: vang menggunakan peralatan dan teknology carggih kurang
dimbang: dengan pemngkatan kemampuan aparst  penegak  hukum
ikhususnya Poln) bark dan segi kualitas sumber doya manusia. pembayaan,
maupun saranad dan prasaranya, sehihgga kurang dapat menanggulang:
kejahaton secara imfesif. eh karenma itu, kebijakan untuk menanggulang:
masalah-masalah kejahatan di atas dilabukan dengan mengadakan peraturan
perundang-undangan & luar KUHP bak dalam bentuk undang-undang
pidana maopun undang-undang administratiif vang bersanksi pidana.

Sesunr denpgan kelentuan Undang-Undang Mo 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undzng-Undang Hukum Acara Pidena (KUHAP) penanganan masing-
masing tndak pidana werschut disclenpggarakan oleh penyidik vang berbeda
dengan hukum acara pidananya masing-masmg  Tindak prdana umum adalah
tindak pidana kejahatan dan pelanggaran vang diatur di dalam KUHP vang
penvidikannya dilakukan oleh Poln dengan menggunakan ketentuan vang
terdapat dalam KUUHAP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar
KUHP sepern Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang
Tindak Pidona  Ekonomi,  Undang-undang pemberantasan  Kegiatan
Subvers:, dan  sebagainya yang penyidikannva dilakukan oleb  Poln,
kejaksaan, dan pejabat penyidik lan scsvai dengan kelentuan-ketentuan
khusus hukum acara midana bersangkutan Adapun tindak pedama tertentu
adalah tindak pidana di luar KUHP vang tidak termasuk dalam tindak pidana
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khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Keimigrasian,
peraturan  daerah, dan  schagamya  yang merupakan  undang-undang
administrasi yang bersanksi pidana, yang penyidikannya dilakukan aleh Polni
dan Penyidik Pegawas Negen Sipil (PPNS) dengan menggunakan ketentuan
vang terdapat dalam KUHAP  Dengan demikian. urgensi keberadaan PPNS
sangat penting dan diperlukan dalam penegakan hukum pidana. khususnya
pencgakan terhadap peraturan perundang-undangan dalam linghkup bedang
tugasnya vang bersifat spesifik dan wknis

Manfaat PPNS dalam penegakan peraturan dacrah dv hingkungan
Er-.:munntah dacrah dapal dilihal dari adanya pemmgkatan  kepatuhar
masyarakat terhadap peraturan dacrah vang sccara langsung ataw fidak
langsung meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta efektivitas dan
chsiensi pervelenggaraan peradiian pidana lerhadap pelanggaran peraturan
daerah. Untuk dapat mencapai pemanfaatan vang optimal dan PPNS dalam
penegakan Peraturan dacrah, maka paling lidak perlu adanya dua macam
pedoman atau poia pelaksanaan kegiatan PPNS vang mehipun: Pedomandpola
pciaksanaan pembmaan terhadap PPNS dan pedomanipola pelaksanaan
operast penegakan peraturan dacrah oleh PPNS di lingkungan pemenntsh
dagran

Tidak adanva pedoman pembinaan dan pedoman tekmss pelaksanaan
operast penegakan peraturan dacrah di hnghusgan Pemda Tingkat |
Lempung mengakibatkan pelaksanaan pencgakan peraturan dacrah belum
berjalan schagaimana mestinva, bask dam seg aparal yang menangamnys
maupun pencrapan sanksinya Demikian pula halnya deagan PPNS pada
Pemcrintah dacrah Twgkat | Jawa Tengah Pada Pemda Timghat | Jawa
lengah hanya terdapat pengaturan dalam Persturan Dacrab Noo | Tahun
|985 tentang Penvidik Pegawa Negen Sipl & Dingkungan Pemerintah

Propingi Dacrah Tingkat | Jowa Tengah,
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Berbeda denpan dua daerah di atas, pada Pemenntah DI Yogvakarna,
terdapat beberapa peraturan daerah vang mengatur mengenar PPNS, valu
Perda Propinst DIY Mo | Tahon 1987 tentang PPNS di Linghungan
Pemerntah Propimse DIY, scbaga pedoman umum pelaksanaan pembinaan
dan operasional PPNS di Propinst DIY, Keputusan Gubernur Kepain DIY
Mo, A3TIM/ 1989 tentang Tim Pembing Pelaksanaan Tugas-tugas PPNS di
Lingkungan Pemenntah Propinsy DY vang telah diubah dan ditambah
terakhir dengan Kepuiusan Gubernur Kepala DIY Moo IS/TIM/19%. dan
Keputuzan E_i-uhcrnur Kcpala DIY Mo, VKPTS/1993 teatang Pedoman Teknis
Pelsksanaan Operast Penegakan peraturan daersh oleh PPNS, serfa
Keputusan Oubernur Kepala DI Yogvakarta No. 304/KPTS/19% tentang
Pembentukan Sckretanat Bersama Dilkebjapol Propina D Yogyakarta

Dengan pedoman Tekms Pelaksanaan Operasi Penegakan Hukem aleh
PPNS di lingkungan Pemda DI Yogyakarta, proses penvelenggaraan
peradilan dapat benjalan sccarn cfckof dan cfisicn scspar dengan arahan
perafuran perundang-undangan,  Karema  penyelenggaraan  peradilan
demikian mempunyal beherzpn keuntungan, vartu PPNS dapat langsung
mengajukan perkara kepada hakim atas kuass penuntul umum, dalam sidang
pengadilan tudak perlu dibacakan surat tuduhan: pengajuan saksi sepamang
diperlukan; administrasi/pengisian formuolic sangat  sederhana.  waklu
persidangan  relabf sangat smgkal, mengadib dengan  hakim unggal,
. mengadili pada tingkat pertama dan terakher

Pada umumnya fakior penghambat penegakan peraturan daerah oleh
PPMS sdalah dibatasinyva wewenang PPNS dalam pelaksanaan fungs: dan
tugasnya, tcrmasuk wewenang opava paksa; kurangnya dukongan dan
pimpinan instansvumit kegga terhadap PPME guna mepggugah semangatl parn
PPNS di hingkungan pemenintah dacrah vang belum ada kemauan melakukan

penvidikan  dalam  rangks  penegakan  persturan daerah;  kurangnya
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perencanaan  koordinas: dan ndak  adanya  petunjuk-petunjuk  tekmis
operasional. kurangnya penguasaan mengenai takis dan tekms penyidikan,
kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang operasional PPNS,
lerjadinya  promosi/mutasi  terhadap PPNS, schingga  berakibar  vang
bersangkutan tidak lag: dapal mengawal/menegakkan peraturan dacrah vang
mengandung sanksi pidana; masih kurangnya keberaman PPNS  uniuk
melakukan penvidikan terhadap tindak pidana yang tenade, karema ada
kecenderungan untuk melakukan tindakan admimestranf terhadop beberapa
jcni; tindak pidana meskipun perbuatan il mempunvai unsur dan bukil
unluk difakukan penyvidikan, lerbatasnya jumlah PPNS, sehingga bdak cukup
mengamankan peraturan daerah vang ada bask peraturan dacrah fingkat |
maupun peraturan daprah tingkat 11, PPNS merngkep tugas rutin sebagm
pegawal negen sipnl pada umumnva, schingga mercka tidak berkonsentras
pada tuges dan wewenangnya sclako PPNS, PPNS tdak/belum mendapal
tuijangan khusus | haova mondapst wvang saku vhtuk kegiatan operasional
iOpeTast v ustisi),

Faktor peadukung peloksanaan ponegakan peraturan daerah alch PPNG
di lingkungan pemerintah daerah adalah adanva peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar hukum pelaksinasn tugas dan wewenang
PPH5S dalam melakukan pepegakan hukum lerhadap pelanggaran peraturan
dacrah di lingkungan pemenntah dagrah; adanyva koordinas: dan pengawasan
dan penvidik Poln terhadap PPNS di lingkengan pemenntah daerah dalam
penvelenggaraan penvidikan dalam rangka penegakan hukum pelangguaran
peraturan dacrah

Keberhasilan pencgakan hukum yang difaksanakan oleh PPNS ndak
teriepas danm karaktenstk sistem peradilan pdann. Schagm suatu sistem.
peradilan pidana mempunyai perangkal struktur atsu subsistem yang

scharysnys bekena secara koheren, koordinatif, dan integranf agar dapat
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mencapai cfisienss dan efektivitas yang maksimal  Kombinas: antars
cfisiensi dan  efektivitas sangat penting, karcna belum tentu cfisiens:
masing-masing  subsistem dengan  sendinmya menghasilkan efekiivitas
Fragmentast vang bersifat mutlak pada suatu subsistem akan mengurangi
fleksibilitas sistern dan pads gilirannyva skan menjadikan sistem tersebut
secarn  keseluruhan  disfunpsional, Dalam komeks wulah PPNS sebagas
subsmistern dan sistem peradilan pidana merupakan pula sub dan subsistem
vang lebih besar vang proses bekerjanya tergantung, pula pada sisiem yang
lebih Besay itu. Pengkajian mengenan keberadaan PPNS sebagar suatu
organisast dapat dikemukakan di sim unsur-unsur orgamsas) berupa (1)
orang-orang, {21 teknik-tekmbk; (3} informass, (4) struktor, dan {3} tujuan

Tujuan dan sctiap organisasi ddalah uniuk mencapai sasaran yang
dikehendak: dengan kualifikas: produkiivitas serta kepoasan, atau gabungan
dart keduanya, tergantung dan kegiatan yag dijalankan oleh orgamsas) yang
bersangkutan, dalam bal ini lembaga PPNS. Uniuk mencapar hat terschut
maka unsur-unsur ofganisast iy harus dioperasionalkan, yang menampakhan
diri datam wojod bergeraknva orgamsast tersebul.  Aknvitas  ontuk
mengkoordinas:  unsur-unsur  terscbul  disebut schagan  pengelolaan
orgamicasi. akbvitas nifah  vang  bertanggungiawab terhadap  karva,
pertumbuhan dan kelangsungan hidup orgamsas:. Selama orgamisas: ilu
bekena, 1n berhadapan pula dengan masalah lingkungan yang harus
- ditenma dan diperhitungkannyva, berupa lingkungan-lingkungan sosial.
politik, manus:a, ekonomi serta teknolog:

Hukum sehagai sustu subsistem sosial skan sangal tergantung pada
pertanyaan apakah pada sistem sosial bersangkutan hubum akan diterapkan
dan akan dipatuhi karcna adanya ancaman/paksaan atau karcna memang
merupakan *kebiasaon”.

Penegakan terhadap peraturan dacrah yang disclenggarakan aleh
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PPNS di hingkungan pemenntah dacrah, akan sangat tergan
pertanvaan apakah kebutuhan daersh bersangkutan memang o
keleraturan aktivitas kehidupan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan
kegatan pembangunan,

Susty peraturan tidak akan berlaku sccars efekuf dan efisicn di
kalangan masyarakat apabila tidak didukung oleh faktor-faktor aparal,
struktur, tekmib-tekmik, informasi, dan tujuan untuk bal mana peraturan
terschut diberlakukan Penegakan peraturan daerah oleh PENS di lingkungan
pemenntah dacrah vang tdak memperhatikan faktor-faktor pendukung
tersebul. kurang dapat berjalan schagaimana mestinya Tetapi schalihnva,
pada pemenntah daerah vang mendavagunakan faktor-faktor pendukuny
ferscbut, pelaksanaan operasi dan pembinaan PPNS dalam pencgakan
peraturan dacrab menunpukkan hasil vang cukup baik,

Penyelenggaraan peradilan pidana dalam proses penvelesaian hubum
wrhadap pelanggaran peraturan dacrah hanya dapat dilaksanakan secara
cfeknf dan efisien, apabila terdapat pola pelaksanasn operasi dan pala

pembenazn PPNS dr lingkungan Pemerintak Dacrah yang bersangkutan
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